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Executive Summary ini merupakan ringkasan dari Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan 

Bangka Belitung yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pusat Perencanaan dan 

Pengembangan Kepariwisataan (P-P2Par) Institut Teknologi Bandung.  

 

Executive Summary ini menjelaskan secara singkat 7 (tujuh) bab dari Laporan Akhir, meliputi: (1) Pendahuluan, (2) Kajian pembangunan 

kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (3) Kondisi umum wilayah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung dalam mendukung 

pembangunan kepariwisataan, (4) Kondisi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (5) Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, (6) Rencana Pengembangan Perwilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan (7) Program dan Indikasi 

Kegiatan.  
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laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

   

 

1.1 PENTINGNYA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI (RIPPARPROV) 

Pembangunan kepariwisataan suatu daerah dapat membawa manfaat sekaligus dampak negatif kepada daerah jika tidak 

direncanakan dengan baik. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan 

dilakukan secara terencana, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam pembangunan 

pariwisata daerah, perencanaan yang komprehensif perlu dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA), baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Dengan adanya RIPPARDA, pemerintah dan stakeholder terkait memiliki 

acuan dalam pembangunan sektor pariwisata.  

1.2 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI (RIPPARPROV) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

1.2.1 Latar Belakang 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beragam daya tarik wisata, baik alam, budaya, maupun hasil buatan manusia.  

Sebagai daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai 

mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyediaan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang 

kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 dan pentingnya menyesuaikan arahan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 

perkembangan, tantangan, dan peraturan perundangan yang baru, melatarbelakangi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung untuk mengkaji dan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka 

Belitung untuk jangka panjang ke depan, sampai akhir masa pembangunan jangka panjang nasional. RIPPARPROV yang disusun 

merupakan perencanaan lanjutan dari RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2013. 
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1.2.2  Tujuan RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan menghasilkan 

dokumen perencanaan kepariwisataan berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang berfungsi sebagai 

pedoman dan acuan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1.2.3  Lingkup RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung 

A.  Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Kepulauan Bangka Belitung 

mencakup wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota 

Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. 

B.  Lingkup Materi 

RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan kepariwisataan yang berisi: 

a. Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b. Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

c. Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi prinsip, visi, misi, tujuan, dan sasaran 

pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

d. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

e. Strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

f. Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

g. Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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Adapun aspek-aspek untuk tiap kebijakan dan strategi mencakup sebagai berikut: 

1. Pembangunan destinasi pariwisata 

2. Pembangunan industri pariwisata  

3. Pembangunan pemasaran pariwisata 

4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan 

 

1.3 JANGKA WAKTU RIPPARPROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional akan berakhir pada tahun 2025, begitu pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung memiliki periode perencanaan selama 9 (sembilan) tahun, yaitu tahun 2016-2025. Akan tetapi mengingat dinamisnya 

perkembangan dunia pariwisata, maka perlu dilakukan peninjauan kembalidalam 5 (lima) tahun atau pada saat terjadi kondisi 

khusus yang mempengaruhi perkembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara signifikan. 

1.4 METODOLOGI 

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui 4 

(empat) tahap, yaitu:  

(1) tahap persiapan,  

(2) tahap pengumpulan data dan informasi,  

(3) tahap identifikasi dan anlisis, serta  

(4) tahap perumusan.  

Masing-masing tahapan kegiatan dilakukan dengan melalui diskusi dan penyepakatan dengan berbagi elemen pemangku 

kepentingan melalui seminar atau diskusi kelompok terfokus.    
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1.5 SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 

Sistematika Laporan akhir RIPPARPROV Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 

Bab1 merupakan pengantar tentang Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung, yang menjelaskan tentang latar 

belakang pentingnya Ripparprov sebagai pedoman dalam pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Bab ini juga menjelaskan tujuan, sasaran, keluaran, lingkup, jangka waktu Ripparprov 

serta metodologi yang digunakan dalam penyusunan Ripparprov 

Bab 2 merupakan hasil analisis kebijakan terkait pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Bab 3 merupakan gambaran atau kondisi umum wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi aspek 

fisik, sejarah, geologi, keanekaragaman hayati, dan perekonomian. 

Bab 4 merupakan hasil analisis potensi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari aspek 

destinasi, industri pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan. 

Bab 5 menjelaskan arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencakup prinsip-

prinsip pengembangan, visi dan misi, serta tujuan pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung 

Bab 6 menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Bab 7 menjelaskan rencana pengembangan perwilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Bab 8 menguraikan mengenai program dan indikasi kegiatan kepariwisataan yang akan dilakukan di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung  
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BAB 2 

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 

2.1 KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Sebagai bagian dari kepariwisataan nasional, pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengacu 

pada kebijakan pembangunan kepariwisataan yang sudah ditetapkan di tingkat nasional. Kebijakan pembangunan kepariwisataan 

nasional diatur dalam beberapa peraturan perundangan, yaitu: 

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 

Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang diatur dalam RPJPN. Arahan pembangunan kepariwisataan yang 

ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 mengatur bahwa kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan 

ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan 

kesempatan kerja. RPJPN juga mengarahkan bahwa pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman 

pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta 

mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. 

2.1.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang terdiri atas Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan 

berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang 

nasional. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan harus memuat arahan bagi empat aspek pembangunan kepariwisataan, 

yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. 
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2.1.3 PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2027  

Pelabuhan Tanjung Pandan, bandar udara HS Hanandjoeddin dan Depati Amir merupakan pelabuhan dan bandar udara yang 

menjadi simpul transportasi laut dan udara nasional. Beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga ditetapkan 

sebagai kawasan lindung nasional, yaitu Cagar Alam G. Lalang, G. Menumbing, G. Maras, G. Mangkol, G. Permisan, Jening 

Mendayung dan Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung. Selain itu, Kawasan Bangka, Belitung dan kawasan andalan laut 

Bangka dan sekitarnya juga  ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, 

industri, perikanan dan pariwisata. Kawasan andalan nasional adalah kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. 

Nilai strategis nasional adalah kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya 

serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.  

2.1.4 PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 

2010 - 2025 

Arahan perwilayahan destinasi pariwisata nasional menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Destinasi Pariwisata 

Nasional (DPN) Palembang – Bangka Belitung dan sekitarnya. DPN ini terdiri dari tiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional 

(KPPN) dan dua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan 

sebagai KPPN adalah wilayah Belinyu, Pangkalpinang-Sungailiat, dan Punai-Belitung.  Sementara itu, wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang ditetapkan sebagai KSPN adalah KSPN Tanjung Kelayang-Belitung dan sekitarnya. 
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Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 - 2025 

Gambar 2.1 Peta Peta DPN Palembang-Bangka Belitung dan sekitarnya 
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2.2 KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI 

Selain pada tingkat pusat, penyusunan Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung perlu disinergikan dengan kebijakan pembangunan 

tingkat provinsi, yakni : 

2.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

Pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agribahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya 

Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera” di tahun 2025. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 

lima misi pembangunan provinsi, yaitu: 

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal; 

2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM; 

3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance); 

4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan; 

5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 

2.2.2 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 

Pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai visi “Terwujudnya Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan 

sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan” di tahun 2017. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan 

provinsi, yaitu: 

a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-

sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi 

wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral. 

b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
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keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan 

terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan 

pembangunan ekonomi, sosial, V-5 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 budaya, pemanfaatan SDA 

pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan 

kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan 

pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.  

d. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk 

meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan 

keterbukaan persaingan global.   

e. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas 

pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan 

masyarakat Bangka Belitung. 

2.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, kepariwisataan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu sektor yang 

menjadi tujuan penataan ruang wilayah provinsi. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 

”Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang, dan Berkeadilan berbasis 

Agrobahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang 

Berkelanjutan”. Kebijakan penataan ruang untuk pariwisata diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang berbasis 

budaya lokal, heritage, dan bahari, serta ramah lingkungan.   
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2.3 TINJAUAN RIPPDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2007-2013  

Visi pengembangan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2013 yang tercantum dalam RIPPDA adalah 

“Kepulauan Bangka Belitung sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama di Kawasan Barat Indonesia tahun 2013 yang 

berdaya saing tinggi dengan menampilkan perpaduan keragaman kebudayaan daerah serta kekuatan potensi wisata bahari 

melalui pemanfaatan secara terkendali, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan misi pengembangan adalah : 

1. Penciptaan citra pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berbasiskan potensi wisata bahari dan kekhasan budaya pesisir 

sebagai identitas provinsi.  

2. Peningkatan daya saing pariwisata Kepulauan Bangka Belitung melalui pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi yang 

memiliki keunggulan produk wisata dan keterpaduan dalam pengelolaan.  

3. Penerapan perencanaan dan pengelolaan produk wisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  

4. Peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung melalui 

pengembangan pariwisata.  

5. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 
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BAB 3 

KONDISI UMUM WILAYAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN 
 

 

3.1 KONDISI UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN 

3.1.1 Wilayah Administrasi  

Pasca berpisah dengan Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai membangun menjadi suatu provinsi 

yang otonom. Ditetapkan pada 9 Februari 2001 beribukota di Pangkalpinang, suatu daerah strategis yang letaknya di timur Pulau 

Bangka. Di awal pembentukannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yakni Kabupaten 

Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang. Namun seiring perjalanannya, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 

terbentuklah pemekaran dari 2 (dua) kabupaten tersebut sehingga total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini 

menjadi 6 kabupaten dan 1 kota, meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.  

3.1.2 Sejarah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Destinasi Pariwisata 

Tidak mudah merunut sejarah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan dua wilayah terpisah, yaitu Pulau Bangka dan 

Pulau Belitung. Sebab, kedua wilayah ini memiliki perjalanan yang panjang dan berbeda hingga akhirnya bergabung menjadi satu 

provinsi. Dalam buku Bangka Belitung Sepanjang Masa, Direktori Wisata Sejarah Kepulauan Bangka Belitung (Dishubpar Provinsi 

Bangka Belitung, 2004), secara singkat dijelaskan bahwa selama berabad-abad, Bangka Belitung dihuni oleh Orang Laut yang 

menyebar di pulau-pulau. Mereka terdesak oleh suku bangsa yang lebih maju, yakni bangsa Melayu yang kini mendominasi 
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sebagian besar wilayah Bangka Belitung. Dalam buku Perang Bangka, Elvian (2012, dalam Heidhues, 1992) menyatakan bahwa 

pada tahun 1803, J. Van Den Bogaart, seorang pegawai Pemerintah Kolonial Belanda mengunjungi Pulau Bangka dan 

menyimpulkan terdapat empat ethnic group yang mendiami Pulau Bangka, yaitu orang Cina, orang Melayu, Hill People atau 

Orang Gunung/Orang Darat, dan Sea Dwellers atau Orang Laut. Orang Darat dan Orang Laut ini diduga berasal dari gelombang 

kedua penyebaran bangsa Austronesia yang disebut bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini menyebar ke Asia Tenggara pada zaman 

logam kira-kira tahun 1500 SM. Bangsa Deutro Melayu memiliki peradaban yang maju seperti pengetahuan tentang astronomi, 

pelayaran, dan teknologi bercocok tanam. 

Pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya, Bangka Belitung memiliki peranan penting dan posisi strategis dalam memakmurkan 

perekonomian Kerajaan Sriwijaya hingga berakhirnya di tahun 1277. Kemudian, sejak 1293 – 1520, Bangka Belitung berada di 

bawah kekuasaan Majapahit hingga masuknya Islam di Indonesia. Sejak timah ditemukan pertama kali sekitar abad 17 (terdapat 

tiga data tahun penemuan timah di Bangka, yaitu 1709, 1710, dan 1711), Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC 

masuk ke Pulau Bangka. Hal ini meningkatkan perdagangan timah di Asia Timur dan Asia Tenggara serta membangkitkan 

perhatian VOC terhadap Bangka meskipun tidak mudah untuk memonopoli perdagangan tersebut (Heidhues, 2008). Maka, 

mulailah didatangkan pekerja Cina dari Siam, Malaka, dan Malaysia yang dijadikan kuli kontrak oleh Belanda. Kedatangan mereka 

membuat perubahan besar dalam struktur sosial budaya di Bangka Belitung. Mereka mengajak sanak saudara untuk menetap 

hingga meninggalkan keturunan yang tersebar hampir di seluruh pelosok wilayah Bangka Belitung. Pada masa kolonial Belanda ini 

juga, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Depati Barin dan dilanjutkan oleh puteranya, Depati Amir, yang berakhir dengan 

pengasingan ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh Pemerintahan Belanda (sumber : 

http://www.babelprov.go.id/content/sekilas-sejarah diakses pada 11 Agustus 2015). Pada tahun 1956, tuntutan untuk menjadi 

Provinsi Bangka Belitung mulai bergulir hingga disusunnya draf UU pembentukan provinsi pada 4 Mei 1970 oleh Presidium 

Perjuangan Provinsi Bangka Belitung kepada DPR-GR. Namun, pembahasan mengenai isu ini terhenti hingga masa Pemerintahan 

Orde Baru. Tekad kembali digulirkan setelah 30 tahun dengan dibentuk kembali Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi 

Bangka Belitung pada 23 Januari 2000. Setelah melalui perjuangan panjang, wilayah yang dibangun dengan meletakkan dasar-

dasar nilai budaya Melayu ini secara administratif resmi menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 Desember 2000 

sebagai Provinsi ke-31 di Indonesia. 

 

http://www.babelprov.go.id/content/sekilas-sejarah
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3.2 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA 

3.2.1 Daya Tarik Wisata 

Daya tarik wisata Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh wisata bahari, baik di dua pulau besarnya maupun pulau-pulau 

kecil di sekitarnya. Pantai-pantai dengan batuan granit yang eksotik merupakan potensi utama pariwisata Kepulauan Bangka 

Belitung dan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Selain itu, potensi wisata budaya pesisir dan 

sejarah Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi keunikan daerah ini. Berbagai upacara adat yang diselenggarakan pada waktu-

waktu tertentu di pinggir pantai, seperti Perang Ketupat, Buang Jong, dan Maras Taun, juga menambah daya saing pariwisata 

Kepulauan Bangka Belitung.  

 

Saat ini, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah bermunculan beragam daya tarik wisata baru dan potensial, salah satunya 

karena adanya dukungan program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, sebuah inisiasi 

dari Kementerian Pariwisata. Adanya dukungan dari pusat ini membuat berkembangnya beberapa desa wisata di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Pada periode tahun 2010 – 2011, terdapat 3 (tiga) desa yang mendapatkan dana PNPM Mandiri 

Pariwisata, yakni Desa Keciput (Kecamatan Sijuk), Desa Sijuk (Kecamatan Sijuk), dan Desa Tanjungpendam (Kecamatan Tanjung 

Pandan). Pada periode 2011 – 2012, terdapat 2 (dua) desa, yaitu Dusun Bebute, Desa Terong (Kecamatan Sijuk) dan Desa Tanjung 

Binga (Kecamatan Sijuk). Selain itu, event seni budaya tradisional tidak jarang menjadi destinasi pariwisata bagi pengunjung dari 

luar provinsi. Berikut Peta Sebaran Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai gambaran bahwa daya tarik 

wisata yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak dan tersebar hampir di setiap kecamatan. Lebih lanjut dalam 

Gambar 3.1 Peta Sebaran DTW sebagai ilustrasi bahwa daya tarik wisata di Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh wisata 

alam (khususnya wisata bahari-pesisir), kemudian wisata budaya dan sejarah. Berbagai daya tarik wisata ini saling melengkapi 

dalam menciptakan variasi/keragaman destinasi pariwisata sehingga diharapkan wisatawan akan lebih lama tinggal serta 

membelanjakan pengeluarannya guna meningkatkan perekonomian lokal. 

Berikut sebaran Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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                  Sumber : Hasil olahan Peta RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 

Gambar 3.1 Peta Sebaran Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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3.2.2 Fasilitas Pariwisata  

Pada tahun 2014, Kepulauan Bangka Belitung memiliki 133 hotel dan penginapan dengan total jumlah kamar sebanyak 3.793 kamar, yang 

dilengkapi dengan 5.372 tempat tidur. Sementara itu, dari persebarannya, fasilitas akomodasi tersebut terkonsentrasi pada wilayah yang 

memiliki jumlah penduduk cukup besar serta sarana dan prasarana yang lengkap, seperti Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, dan 

Kabupaten Bangka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas Akomodasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 

No. Kabupaten/Kota 

Hotel Kamar Tempat Tidur 

Bintang 
Non 

Bintang 
Bintang Non Bintang Bintang Non Bintang 

1. Bangka 6 14 325 174 505 247 

2. Belitung 8 27 577 584 823 785 

3. Bangka Barat 1 11 24 183 36 261 

4. Bangka Tengah  4 - 498 - 659 - 

5. Bangka Selatan - 5 - 120 - 162 

6. Belitung Timur 1 16 26 195 33 250 

7. Pangkalpinang 11 29 504 583 772 839 

Total 31 102 1954 1839 2828 2544 

Sumber : Direktori Hotel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 

3.2.3 Aksesibilitas 

Transportasi Udara 

Di era modern ini, wisatawan yang datang berkunjung mayoritas menggunakan transportasi udara karena lebih nyaman dan lebih cepat 

tiba di lokasi. Di Kepulauan Bangka Belitung, terdapat dua bandar udara yaitu Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan HAS. 

Hanandjoeddin di Pulau Belitung. Rute yang tersedia di Bandara Depati Amir terdiri dari Pangkalpinang – Jakarta, Pangkalpinang – 

Palembang, Pangkalpinang – Tanjung Pandan, dan Pangkalpinang – Batam. Sedangkan rute yang tersedia di Bandara HAS Hanandjoeddin 

adalah Tanjung Pandan – Jakarta, Tanjung Pandan – Pangkalpinang, dan Tanjung Pandan – Palembang. Adapun maskapai penerbangan 

yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain Garuda, Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air, Lion Air, dan Wings Air.  
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Transportasi Laut 

Perhubungan laut merupakan transportasi yang strategis bagi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan. Transportasi laut 

yang bergerak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain perusahaan PELNI dan perusahaan swasta. Di Kepulauan Bangka Belitung 

terdapat beberapa pelabuhan utama yang menjadi pintu masuk penumpang dari luar Bangka Belitung, diantaranya Pelabuhan Pangkal 

Balam di Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok, Pelabuhan Tanjung Gudang di Belinyu, Pelabuhan Sadai di Bangka Selatan, 

Pelabuhan Laskar Pelangi di Tanjung Pandan, Pelabuhan Tanjung Batu, dan Pelabuhan Manggar.  

Transportasi Darat 

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian, termasuk pariwisata. Kemudahan 

aksesibilitas melalui jalur darat ditentukan oleh dua faktor, yaitu kondisi jalan menuju dan di kota/kabupaten di Kepulauan Bangka 

Belitung serta ketersediaan transportasi umum yang dapat menghubungkan masing-masing daya tarik wisata di dalam wilayah 

kabupaten/kota. Dari total panjang jalan di Kepulauan Bangka Belitung, 509,49 km merupakan jalan negara dan 899,33 km merupakan 

jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan dengan status jalan provinsi, 69,67% dalam keadaan sedang-baik, sedangkan 30,33 % dalam 

keadaan rusak.  

3.2.4 Kunjungan Wisatawan 

Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat dari tahun 2011 

hingga 2014. Di tahun 2014, dari 285.329 kunjungan tamu, 99,17% merupakan wisatawan domestik dan 0,83% merupakan wisatawan 

asing. Angka ini mengindikasikan bahwa wisatawan domestik lebih mendominasi kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  

Selain dari kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata, persentase kunjungan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar tamu yang 

masuk di fasilitas akomodasi, meskipun tidak dapat digenaralisir bahwa semua yang menginap merupakan wisatawan. Dalam Direktori 

Hotel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 dinyatakan bahwa jumlah tamu yang datang ke hotel berbintang dan akomodasi lain 

tercatat sebanyak 515.923 orang dengan perbandingan 98,92% merupakan wisatawan domestik dan 1,08% merupakan wisatawan 

mancanegara/asing. Pada tahun 2014, arus kunjungan meningkat tajam hingga sebesar 46,97% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 

510.367 wisatawan domestik dan 5.566 wisatawan mancanegara.  



 

17 
 

 Executive Summary, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

3.3 ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT) KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG 

Untuk mengetahui seberapa besar potensi, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dilakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT). Berikut 

penjabarannya. 

Tabel 3.2 SWOT Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) Peluang (Oppurtunity) Ancaman (Threat) 

- Memiliki gugusan pantai dengan sebaran 
batuan granit yang eksotik dan jarang 
dijumpai di wilayah lain di Indonesia 

- Potensi sumber daya alam dan pulau-pulau 
kecil yang masih khas, bersih, dan alami 

- Beberapa peninggalan budaya dan sejarah 
masih terawat dengan baik dan menjadi 
daya tarik wsata 

- Memiliki kuliner khas yang dapat menjadi 
ragam daya tarik wisata 

- Adanya komitmen pemerintah daerah untuk 
membangun kepariwisataan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 

- Kondisi jalan sebagian besar sudah memadai 
- Hampir tiap daya tarik wisata dapat diakses 

melalui jalur darat, kecuali pulau kecil di 
sekitarnya 

- Terdapat bandara yang melayani 
penerbangan ke Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung 

- Terdapat dermaga/pelabuhan yang 
melayani pelayaran dari dan menuju 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

- Dukungan pemerintah dalam promosi 
pariwisata termasuk dalam 
penyelenggaraan event yang dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan 

- Belum adanya regulasi yang ketat dalam 
penanganan dampak lingkungan akibat 
aktivitas penambangan timah di laut, 
khususnya di Pulau Bangka 

- Masih kurangnya penataan di beberapa lokasi 
daya tarik wisata 

- Belum adanya integrasi atau program lintas 
sektor yang menunjang pariwisata 

- Masih terbatasnya moda transportasi darat 
(angkutan umum) yang menghubungkan ke 
daya tarik wisata, khususnya di Pulau Belitung 

- Terdapat beberapa benda/bangunan cagar 
budaya yang terancam keberadaannya 

- Pengemasan produk makanan tradisional yang 
kurang higienis 

- Infrastruktur penunjang pariwisata masih 
kurang, terutama di pulau kecil (MCK, 
mushola, dsb.) 

- Masih kurang terjaganya kebersihan di lokasi 
daya tarik wisata 

- Belum adanya pengelolaan pemasaran yang 
terpadu untuk pariwisata 

- Masih terbatasnya informasi dalam bentuk 
peta, brosur, atau fasilitas interpretasi di 
lokasi daya tarik wisata 

- Pengemasan daya tarik wisata yang kurang 
bernilai jual 

- Angka kunjungan 
wisatawan yang cenderung 
meningkat setiap 
tahunnya, termasuk 
wisatawan mancanegara 

- Terdapat kawasan yang 
masuk dalam KSPN 
(Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional), yaitu 
Tanjung Kelayang di 
Belitung 

- Semakin meningkatnya 
intensitas penerbangan, 
baik dari Jakarta – 
Pangkalpinang maupun 
Jakarta -  Tanjung Pandan 

- Telah adanya dukungan 
dari pemerintah pusat 
dalam penyelenggaraan 
event sepert Sail Indonesia 
atau Sail Wakatobi – 
Belitung 

- Dilalui jalur ALKI 1 
 

- Kerusakan lingkungan, 
khususnya pesisir pantai 
(termasuk terumbu 
karang dan biota laut) 
yang dekat dengan 
aktivitas penambangan 
timah di laut 

- Kerusakan lingkungan 
karena aktivitas ekonomi 
dan promosi yang 
berlebihan 

- Meningkatnya jumlah 
penduduk yang 
berdampak pada beban 
lingkungan 

- Konflik antarsektor 
akibat adanya 
penambangan timah 

- Perilaku pengusaha 
perikanan yang tidak 
melakukan penangkapan 
ikan secara 
bertanggungjawab dan 
berkelanjutan 

    Sumber : Hasil analisis, 2015 
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3.4 ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa isu strategis yang perlu dijawab melalui pengembangan pariwisata di masa 

yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut adalah: 

1. Kapasitas sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung pengembangan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Destinasi 

Pariwisata Nasional  

2. Kepemimpinan yang konsisten dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada pariwisata  

3. Kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan Kepulauan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata Nasional 

4. Keterpaduan pembangunan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan sebagai sektor 

ekonomi andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

5. Pariwisata sebagai alat bagi penguatan struktur ekonomi masyarakat  

6. Pariwisata sebagai pengendali pemanfataan ruang berwawasan lingkungan 

7. Pariwisata untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam dan budaya Kepulauan Bangka 

Belitung 

8. Pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi kawasan pertimahan 
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BAB 4 

ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

4.1 PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Dalam membangun kepariwisataan dibutuhkan prinsip-prinsip yang merupakan ideologi yang harus dianut dalam melaksanakan 

pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung berfungsi sebagai: 

1. pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

2. sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

3. sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Prinsip-prinsip yang menjadi ideologi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat menjadi kerangka 

dasar untuk mewujudkan: 

1. kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beretika sosial dan budaya, artinya menjadikan norma agama, sosial, dan 

budaya sebagai landasan utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan; 

2. kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan pemenuhan hak dasar berwisata, baik bagi penduduk 

maupun wisatawan; 

3. keterpaduan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan 

kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

4. perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, khususnya yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata khas 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing; 

5. peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pariwisata; 
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6. peningkatan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam dan budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dengan mendorong kesempatan pemanfaatan daya tarik wisata alam dan budaya yang sama antara masyarakat dan wisatawan. 

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang mampu menjawab keenam hal di atas adalah: 

1. Bertanggung Jawab (Responsible Tourism) 

2. Pembangunan Kepariwisataan Terpadu (Antarkomponen Pariwisata, Lintas Sektor, Lintas Wilayah, Antarpelaku) 

3. Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat 

4. Pembangunan Kepariwisataan Beridentitas Lokal, Berwawasan Global. 

4.2 Visi dan misi Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

4.2.1 Visi  

Visi pembangunan kepariwisataan adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung pada periode perencanaan tahun 2016 - 2025. Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi: 

1. memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

2. sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Rumusan visi yang diusulkan untuk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: 

“KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BAHARI DAN BUDAYA  BERDAYA SAING GLOBAL YANG TERPADU 

DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN” 

4.2.2 Misi  

Berikut ini misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1. Membangun destinasi pariwisata yang memadukan potensi sumber daya bahari dan budaya khas untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. 

2. Membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab, beridentitas lokal, dan berstandar internasional. 

3. Membangun pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan 

budaya berdata saing global. 
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4. Membangun kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan perwujudan sebagai 

destinasi pariwisata berdaya saing global. 

4.2.3 Tujuan 

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan budaya khas berbasis masyarakat sebagai unggulan dan pendorong perkembangan daya 

tarik wisata lain.  

2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan 

konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong investasi pariwisata.  

3. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan 

budaya sebagai unggulan kepariwisataan provinsi. 

4. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan berkinerja tinggi di tingkat 

lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal. 

5. Meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, dan dengan pemasaran pariwisata nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata berbasis bahari 

dan budaya berdaya saing global.  

6. Mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggungjawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas 

7. Mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong 

percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing global.  

8. Mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan terpimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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BAB 5 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

5.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan 

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan pembangunan kepariwisataan mengintegrasikan aspek 

destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan 

kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multidimensi 

dan lintassektor. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: 

A. Destinasi Pariwisata 

1. Pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi yang diarahkan untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan 

budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan 

penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas, memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai 

wilayah pertambangan timah di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan 

kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan. 

2. Pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan granit, 

perkebunan lada, adat-istiadat khas diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan daya 

tarik wisata lainnya, serta membangun keterkaitan antara daya tarik wisata provinsi. 

3. Pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, dan darat untuk meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan 

antar kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, antara Kepulauan Bangka Belitung dengan Jakarta, Bali, Batam, Medan, 

Makassar sebagai pintu gerbang utama Indonesia, serta dengan daerah sumber pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara. 
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4. Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional terutama pada daya tarik wisata 

provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi 

menuju destinasi pariwisata berdaya saing global. 

5. Pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal kabupaten/kota, menjunjung 

norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan 

kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan. 

6. Pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing global dan 

berkelanjutan. 

7. Pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya 

saing, sekaligus memberikan manfaat luas bagi pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, 

dan pembangunan wilayah Provinsi. 

 

B. Industri Pariwisata 

1. Pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi yang berdaya saing internasional, berciri khas lokal, berorientasi pada 

pengembangan masyarakat dan perekonomian lokal. 

2. Pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan 

alam, sosial, dan budaya. 

3. Pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan 

industri pariwisata unggulan provinsi berstandar nasional dan internasional. 

4. Pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu untuk membangun rantai nilai industri 

pariwisata yang kokoh. 

 

C. Pemasaran Pariwisata 

1. Pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra 

sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global. 

2. Pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia untuk memperkuat citra 

destinasi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional dan internasional. 
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3. Pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan untuk meningkatkan 

peran dan posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepariwisataan nasional. 

4. Pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi 

yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata, serta mengembangkan 

mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

D. Kelembagaan Pariwisata 

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung untuk 

mewujudkan satu kesatuan destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global; 

2. Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal; 

3. Pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional yang berkesinambungan;  

4. Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal untuk 

memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus 

mengendalikan pembangunan kepariwisataan. 

 

5.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan  

Strategi pembangunan kepariwisataan adalah penjabaran kebijakan berupa rumusan langkahlangkah pencapaian yang lebih nyata untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari strategi pembangunan destinasi pariwisata, strategi pembangunan industri pariwisata, strategi 

pembangunan pemasaran pariwisata, dan strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan. 

5.2.1  Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata 

Strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah penjabaran kebijakan terkait destinasi pariwisata berupa rumusan langkah-langkah 

untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata dalam dimensi keruangan.  

Strategi untuk kebijakan pembangunan perwilayahan pariwisata provinsi meliputi: 

a) menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah; 
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b) membangun Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan 

Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Daerah 

Provinsi; 

c) membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya, KSPP 

Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif 

bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap 

sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan; 

d) membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk 

membentuk citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara 

internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas;  

e) memadukan pembangunan perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP  Kepulauan Bangka Belitung dengan DPN Palembang-Bangka Belitung, 

KSPN Tanjungkelayang dan sekitarnya, KPPN Belinyu dan sekitarnya, KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN 

Punai-Belitung dan sekitarnya; dan 

f) mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor 

lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis 

batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas meliputi: 

a) menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, formasi geologis batuan 

granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas Daerah Provinsi; 

b) mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di 

sekitar daya tarik wisata Daerah Provinsi; 

c) mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP di Daerah Provinsi;  

d) merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP di Daerah 

Provinsi; 

e) merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema; 

f) mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis 

batuan granit; 

g) mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, snorkeling, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis 

pantai dan pulau-pulau kecil; dan 
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h) mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan lainnya, 

sejarah, dan adat-istiadat khas Daerah Provinsi; 

Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, sungai, dan darat meliputi:  

a) meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi; 

b) membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata; 

c) memadukan jaringan transportasi dengan lintas Sumatra; 

d) meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan primer 

dan sekunder pariwisata Daerah Provinsi; 

e) mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP; 

f) mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder 

pariwisata di Daerah Provinsi; 

g) mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, Palembang 

dan Balikpapan; 

h) mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara 

lainnya; 

i) mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya; dan 

j) menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat, sungai, dan laut di Daerah Provinsi. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional meliputi: 

a) meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan 

pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan 

pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi;  

b) meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan energi listrik dan air bersih untuk pariwisata yang berdaya saing global; dan 

c) mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan prasarana 

umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan 

pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional meliputi: 

a) meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan 

pengelolaan fasilitas pariwisata; 
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b) menetapkan dan mengembangkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang 

berlaku di masyarakat di Daerah Provinsi; 

c) membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar 

internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer; 

d) mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai 

pusat pelayanan primer pariwisata Daerah Provinsi;  

e) mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (homestay) berstandar 

nasional dan internasional di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah 

Provinsi; dan  

f) mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan; dan  

g) mengembangkan pondok wisata (homestay) di KSPP dan KPPP di Daerah Provinsi.  

Strategi untuk kebijakan pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan meliputi: 

a) meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan; 

b) meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi; 

c) meningkatkan peran Kelompok Sadar Wisata untuk mendukung pengelolaan KSPP dan KPPP yang berdaya saing global; dan 

d) menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjung Kelayang dan 

sekitarnya. 

Strategi untuk kebijakan pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab meliputi: 

a) mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya di Daerah Provinsi; 

b) menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, 

pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah; dan  

c) mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasiskan penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan 

berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan budaya. 

5.2.2 Strategi Pembangunan Industri Pariwisata 

Strategi pembangunan industri pariwisata adalah penjabaran dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tentang industri pariwisata, yang merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pembangunan industri pariwisata 

dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
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Strategi atas kebijakan pengembangan industri pariwisata unggulan provinsi meliputi: 

a) meningkatkan kesadaran usaha pariwisata yang berstandar nasional dan internasional terhadap bangunan berciri khas lokal, serta 

nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat; 

b) mengembangkan kualitas produk industri kecil dan menengah yang dapat memperkuat rantai nilai industri pariwisata berdaya saing 

internasional di Daerah Provinsi; 

c) mengembangkan kemitraan antara industri pariwisata berdaya saing internasional dengan industri kecil dan menengah di Daerah 

Provinsi. 

Strategi atas kebijakan pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya 

terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya meliputi: 

a) mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya bagi usaha pariwisata di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b) menerapkan dan mengembangkan insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan untuk 

lingkungan alam yang berkelanjutan, pengembangan sosial, dan pelestarian budaya; 

c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan yang dilakukan usaha 

pariwisata. 

Strategi kebijakan pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional meliputi: 

a) mengembangkan mekanisme komunikasi antara industri pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan industri pariwisata 

nasional dan internasional. 

b) menerapkan dan mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan jangka panjang dengan industri 

pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata. 

Strategi kebijakan pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu meliputi: 

a) mengembangkan mekanisme komunikasi antara koordinasi usaha-usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional di Daerah 

Provinsi; 

b) menerapkan dan mengembangkan prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu untuk pengelolaan produk 

berdaya saing, pengelolaan dampak, dan promosi produk; 

c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terdiri dari mekanisme 

komunikasi dan koordinasi serta prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu. 
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5.2.3 Strategi Pemasaran Pariwisata 

Strategi pemasaran pariwisata adalah penjabaran kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang 

pemasaran pariwisata. Strategi pemasaran pariwisata merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan 

pemasaran pariwisata dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan.  

Strategi untuk kebijakan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, antara Pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah meliputi: 

a) memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP; 

b) membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata Daerah Provinsi; 

c) mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu; 

d) mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah 

Provinsi, antara Pemerintah dengan pelaku usaha; 

e) mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi 

pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia meliputi: 

a) mengembangkan branding dan peta jalan pembangunan branding pariwisata Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan produk 

pariwisata yang menjadi identitas Kepulauan Bangka Belitung; 

b) mengembangkan teknik dan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata nasional. 

Strategi untuk kebijakan pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan 

meliputi: 

a) menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan kunjungan wisatawatan Kepulauan Bangka 

Belitung, angka target nasional, dan kondisi kepariwisatan yang diharapkan di masa yang akan datang; 

b) menetapkan pasar wisatawan asal Jakarta dan Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, serta pelajar/mahasiswa di Kepulauan Bangka 

Belitung dan Sumatera Selatan sebagai pasar utama untuk wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung, serta komunitas 

fotografi, geowisata, budaya sebagai pasar sekunder wisatawan nusantara Kepulauan Bangka Belitung; 

c) menetapkan penduduk dan wisatawan di Singapura, Malaysia, serta penduduk Tiongkok sebagai pasar utama wisatawan 

mancanegara, serta penduduk Australia, Jerman, Belanda, dan negara Eropa lainnya sebagai pasar sekunder pariwisata Kepulauan 

Bangka Belitung; 

d) mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk mengetahui segmen pasar potensial, persepsi, 

kebutuhan, dan preferensinya terhadap pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. 
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Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi meliputi: 

a) mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata; 

b) mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi; 

c) mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah Provinsi. 

 

5.2.4 Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan  

Strategi kelembagaan kepariwisataan merupakan rumusan langkah-langkah yang ditetapkan untuk pengembangan kelembagaan 

kepariwisataan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Strategi kelembagaan kepariwisataan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi: 

a) sebagai dasar dalam merumuskan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b) sebagai acuan dalam pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi implementasi Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung untuk 

aspek kelembagaan kepariwisataan.  

Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota meliputi: 

a) mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

mendukung pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global; 

b) mengembangkan mekanisme dukungan Pemerintah Provinsi terhadap program/kegiatan lintas sektor dan kabupaten/kota dalam 

rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung; 

c) mengembangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu kabupaten/kota di Daerah Provinsi. 

Strategi untuk kebijakan peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan meliputi: 

a) mengembangkan program prioritas bersama Pemerintah Provinsi dengan industri pariwisata Kepulauan Bangka Belitung; 

b) mengembangkan struktur kelembagaan pemerintahan Daerah Provinsi untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, dan 

pengawasan destinasi pariwisata berdaya saing global; 

c) meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah 

Dearah Provinsi di bidang  kepariwisataan; 

d) mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terpadu yang 

ditetapkan dengan peraturan perundangan. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional meliputi: 

a) mengembangkan sistem sertifikasi bagi SDM pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan 
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Kepulauan Bangka Belitung; 

b) mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional; 

c) mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM pariwisata berkompetensi internasional. 

Strategi untuk kebijakan pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) 

yang handal meliputi: 

a) meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP 

Kepulauan Bangka Belitung; 

b) menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen-komponen kepariwisataan untuk 

memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan 

pembangunan kepariwisataan; 

c) membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di KSPP dan KPPP Daerah Provinsi; 

d) mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu Kepulauan Bangka Belitung.  
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BAB 6 

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

6.1 RENCANA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  

Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya.Kriteria dari DPP antara lain, adalah: 

a) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung; 

b) memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, yang memiliki atribut penting 

yang saling terkait untuk memperkuat tema pengembangan produk pariwisata Bangka Belitung; 

c) memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung; 

d) Memiliki jaringan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan pariwisata;  

e) memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 (dua) Destinasi Pariwisata Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu DPP Wilayah 

Utara dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung. 
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Gambar 6.1 Peta Perwilayahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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6.2 RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan 

dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata bahari dan budaya yang mendukung 

pembangunan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi berdaya saing global.  

Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi memiliki kriteria sebagai berikut:  

a) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota; 

b) memiliki potensi alam dan budaya bahari yang khas Kepulauan Bangka Belitung/lanskap budaya berbasis pertimahan; 

c) Pengembangannya dapat mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lain di dalam kawasan. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat ditentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tabel 

berikut: 
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Tabel 6.1 Rencana KPP Toboali Dsk 

Tema Primer:  

Pariwisata  Bahari 

Tema Sekunder:  

Pariwisata Alam dan Sejarah 

Sasaran Pengembangan: 

Mendorong pertumbuhan pariwisata di 

wilayah selatan Kepulauan Bangka Belitung 

dengan memadukan potensi pariwisata 

bahari, agrowisata, dan sejarah. 

Daya Tarik Wisata Primer: 

a) Pantai Tanjung Kerasak 

b) Pantai Batu Perahu 

Daya Tarik Wisata Sekunder:   

a) Benteng Toboali 

b) Klenteng Dewi Shen Mu Miau 

c) Agrowisata Desa Nyelanding 

d) Agrowisata Nanas Bikang 

e) Air Panas Nyelanding 

f) Perkebunan  Lada 

g) Perkebunan  Salak 

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA TOBOALI DAN SEKITARNYA 
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Tabel 6.2 Rencana KPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar 

Tema Primer:  

Pariwisata pulau-pulau kecil 

Tema Sekunder:  

Ekowisata Taman Bawah Laut 

Sasaran Pengembangan: 

Pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil 

untuk meningkatkan keterpaduan produk 

pariwisata bahari Bangka Selatan dan Belitung. 

Daya Tarik Wisata Primer: 

a) Pulau Lepar,  

b) Pulau Liat,  

c) Pulau Salma, 

d) Pulau Mendanau,  

e) Pulau Pongok, 

f) Pelabuhan Sadai 

g) Pulau Tinggi 

Daya Tarik Wisata Sekunder: 

a) Terumbu karang dan mangrove di wilayah 

Pulau Mendanau 

b) Terumbu karang dan mangrove di wilayah 

Pulau Pongok 

c) Terumbu karang dan mangrove di wilayah 

Pulau Lepar 

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA GUGUSAN PULAU DI SELAT GASPAR 
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6.3 RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 

pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  

Kriteria KSPP adalah sebagai berikut: 

a) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan atau lintas kabupaten/kota; 

b) memiliki nilai strategis untuk menjawab dua atau lebih isu strategis pembangunan kepariwisataan Bangka Belitung. 

c) pengembangannya dapat menyebarkan perkembangan ke destinasi sekitarnya 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tabel berikut: 
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Tabel 6.3 Rencana KSP Muntok dsk 

Tema Primer:  

Pariwisata Warisan Budaya 

Tema Sekunder:  

Wisata Kuliner 

Sasaran Pengembangan: 

Integrasi potensi pariwisata sejarah dan warisan budaya dengan 

budaya masyarakat 

Daya Tarik Wisata Primer: 

a) Kota Tua Muntok 

b) Mesjid Jami Mentok 

c) Klenteng China Kong Pu Miau 

d) Rumah Mayor Cina 

e) Pantai Tanjung Kelian 

f) Mercusuar Tanjung Kelian 

g) Pesanggrahan Menumbing 

h) Pesanggrahan Muntok 

i) Perang Ketupat di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang 

j) Pantai Bembang di Desa Sungaibulu, Kecamatan Jebus 

k) Makam Hatama Rasyid di Desa Bakit, Kecamatan Parit Tiga 

l) Museum Timah Muntok 

Daya Tarik Wisata Sekunder: 

a) Pasar Kuliner Khas Bangka 

 

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA MUNTOK DAN SEKITARNYA 
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 Tabel 6.4 Rencana KSP Belinyu-Sungailiat  

Tema Primer:  

Pariwisata Budaya Pesisir Bangka 

 

Tema Sekunder:  

Geowisata 

 

Sasaran Pengembangan: 

Meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata untuk 

mengendalikan kegiatan pertambangan pada kawasan 

pariwisata 

 

Daya Tarik Wisata Primer: 

a) Kawasan Teluk Kelabat      l)   Kampung Gedong      

b) Pantai Matras                    m) Puri Tri Agung    

c) Pantai Rebo 

d) Desa Wisata Air Anyir 

e) Pantai Parai Tenggiri 

f) Pantai Tanjung Pesona 

g) Pantai Air Anyer 

h) Pantai Penyusuk 

i) Pulau Putri  dan Pulau Lampu 

j) Pantai Romodong 

k) Pantai Tanjung Putat 

 

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BELINYU-SUNGAILIAT 

 

Daya Tarik Wisata Sekunder: 

a) Kawasan Pertambangan Airrikai 

b) Tanjung Gudang 

c) Pantai Leper 

d) Air Terjun Gunung Maras 

e) Goa Maria 

f) Benteng Kuto Panji                             l)    Makam Depati Bahrin 

g) Kawasan Amteenar BTW Belinyu        m)  Rumah Controleur 

h) Sentra Olahan Hasil Laut                     n)   Dewi Kwan Im 

i) Desa Aik Abik                                    o)   Rumah Tradisional Bangka 

j) Klenteng Mahayana Bukit Betung         p)   Klenteng Merawang 

k) Desa Kenanga 
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Tabel 6.5 Rencana KSP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dsk 

Tema Primer:  

Pariwisata Sejarah Bangka Belitung dan Budaya Bangka 

Tema Sekunder:  

Agrowisata  

Sasaran Pengembangan: 

Memperkuat identitas sebagai kawasan pariwisata 

berbasis sejarah pertimahan dan penghasil lada, sekaligus 

menerapkan standar nasional dan internasional dalam 

pengelolaan pariwisata kawasan. 

Daya Tarik Wisata Primer: 

a) Civic Center                      j)   Batu Belubang 

b) Museum Timah                  k)  Pantai Gebang 

Kemilau   

c) Pantai Pasir Padi                      Arung Dalam 

d) Pantai Tanjung Bunga          l)  Pulau Ketawai 

e) Pusat Kreatif Tenun Cual    m) Bunker Jepang di  

f) Kampung Melayu Indah            Bandara Depati 

Amir 

g) Kerkhof 

h) Hutan Kota Tuatunu 

i) Situs Kota Kapur 

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PANGKALPINANG-MENDO BARAT-

BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA 

 
Daya Tarik Wisata Sekunder: 

a) Perumahan Eropa 

b) Agrowisata Desa Namang 

c) Desa Nelayan Kurau 

d) Jalan Salib bukit Golgota 

e) Holland Chinese School 

f) Kwan Ti Miau  

g) Katedral Santo Yosef 

h) BBG 

i) Klenteng Dewi Kwan Im Sampur 

j) Pemakaman Sentosa 

k) Kawasan Desa Wisata Tua Tunu 

l) Sumur Tujuh 

m) Desa Perlang Bangkanesia 

n) Pantai Batu Beriga 

o) Pantai Tanjung Berikat 

p) Kawasan Perkebunan Lada 
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Tabel 6.6 Rencana KSP Pulau Belitung dan Sekitarnya 

Tema Primer:  

Lansekap Geowisata 

Tema Sekunder:  

Rekreasi Pantai 

Sasaran Pengembangan: 

Pengembangan geowisata sebagai upaya diversifikasi produk 

pariwisata, penguatan identitas sebagai daerah timah, dan peningkatan 

daya saing pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. 

Daya Tarik Wisata Primer : 

a) Pantai Tanjung Tinggi                 

b) Pantai Tanjung Kelayang            

c) Mercusuar Pulau Lengkuas dan        

batu granit di bawah laut sekitar pulau 

d) Rumah Adat Belitung 

e) Pantai Penyabong 

f) Pulau Seliu 

g) Batu Mentas Sanctuary di Kabupaten Belitung 

h) Pantai Burung Mandi 

i) Desa Wisata Burung Mandi 

j) Kepulauan Memperak 

k) Desa Lenggang “Laskar Pelangi” – Bukit Raya Laskar Pelangi 

l) Pantai Punai 

m) Open Pit di Kabupaten Belitung Timur 

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PULAU BELITUNG DAN 

SEKITARNYA 

 

Daya Tarik Wisata Sekunder: 

a) Desa Tanjung Kelumpang 

b) Gunung Tajam 

c) Pantai Bukit Berahu 

d) Desa Tanjung Binga 

e) Pulau Burung 

f) Pulau Batu Belayar 

g) Pulau Kelayang 

h) Pantai Teluk Gembira 

i) Sungai Samak 

j) Pulau Mentikus 

k) Pulau Gusong Are 

l) Pulau Ulat Bulu 

m) Pulau Lebong 

m) Gunung Peramont 

n) Jembatan Pelangi 

o) Pulau Kalamua di Kabupaten Belitung 

p) Vihara Dewi Kwan Im 

q) Pantai Serdang 

r) Pantai Nyiur Melambai 

s) Pantai di Pulau Buku Limau di Kab. Belitung Timur 
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BAB 7 

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

Program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran dari setiap strategi yang telah dirumuskan. 

Program pembangunan kepariwisataan adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap. Program pembangunan kepariwisataan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi sebagai berikut. 

1. dasar untuk mengembangkan berbagai indikasi kegiatan pembangunan yang lebih rinci; 

2. acuan pelaksanaan/implementasi strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. salah satu komponen dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ripparprov Kepulauan Bangka Belitung. 

Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan terdiri dari program dan indikasi kegiatan pembangunan destinasi pariwisata, 

industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Lengkapnya dapat dilihat pada empat tabel di bawah ini. 
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TABEL 7.1 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

1. Menetapkan Kota 

Pangkalpinang dan 
Tanjungpandan sebagai 
pusat pelayanan primer 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung, serta Muntok, 
Sungailiat, Toboali, dan 
Pulau Mendanau 
sebagai pusat 
pelayanan sekunder 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan rencana 
pengembangan pusat 
pelayanan primer dan 

sekunder pariwisata 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

 

 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

b. Sosialisasi dan 
sinkronisasi rencana 
pengembangan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 

Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

        

        

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

c. Fasilitasi 
pengembangan 
kemitraan dan 
kolaborasi program 
dalam pengembangan 
pusat pelayanan 
primer dan sekunder 

pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

        

        

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

d. Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
rencana 
pengembangan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

2. Membangun Destinasi 
Pariwisata Provinsi 
(DPP) Wilayah Utara 
Kepulauan Bangka 
Belitung dan DPP 
Wilayah Selatan 
Kepulauan Bangka 

Belitung untuk 
mendorong 
pertumbuhan 
pariwisata yang 
seimbang dan terpadu 
antara wilayah utara 
dan selatan Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan jalur 
wisata tematik lokal 
(dalam DPP), provinsi, 
nasional, dan 
internasional sesuai 
dengan keunggulan 
daya tarik wisata di 
wilayah DPP dan tema 
pengembangan KSPP 
dan KPPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi perjalanan wisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 

 

Program 
pembangunan 

daya tarik 
wisata 

b. Sosialisasi dan 
sinkronisasi program 

dan kegiatan 
pengembangan jalur 
wisata tematik di DPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi perjalanan wisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

     

     

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Pendampingan 
pengembangan produk 
pariwisata dan ujicoba 
jalur wisata tematik. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi perjalanan wisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
 

     

     

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

d. Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
jalur wisata tematik 
lokal (dalam DPP), 
provinsi, nasional, dan 
internasional sesuai 
dengan keunggulan 

daya tarik wisata di 
wilayah DPP dan tema 
pengembangan KSPP 
dan KPPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi perjalanan wisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

      

      

3. Membangun Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Provinsi (KSPP) Muntok 
dan sekitarnya, KSPP 
Belinyu-Sungailiat dan 
sekitarnya, KSPP 
Pangkalpinang-Mendo 

Barat-Bangka Tengah, 
serta KSPP Pulau 
Belitung dan sekitarnya 
untuk memberikan nilai 
tambah yang positif 
bagi identitas provinsi 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KSPP 
Muntok dan sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 

kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

sebagai wilayah 
pertambangan timah 
dan penghasil lada di 
Indonesia, memberikan 
perlindungan terhadap 
sumber daya alam dan 
budaya, peningkatan 
kualitas ekosistem 
alam, serta pemulihan 
kerusakan lingkungan. 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

b. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KSPP 
Belinyu-Sungailiat dan 
sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 

kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

c. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KSPP 
Pangkalpinang-Mendo 
Barat-Bangka Tengah. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

d. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KSPP 
Pulau Belitung dan 
sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Prov. Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Prov.  Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Prov.  Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kab/Kota bidang kepariwisataan 

 SKPD Kab/ Kota bidang perencanaan 
pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

e. Sinkronisasi dan 
kolaborasi program dan 
kegiatan dalam 
Rencana Induk dan 
Rencana Aksi 
Multipihak KSPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

f. Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
Rencana Induk dan 
Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KSPP 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

        

        

4. Membangun Kawasan 
Pengembangan 
Pariwisata Provinsi 
(KPPP) Toboali dan 
sekitarnya, KPPP 
Gugusan Pulau di Selat 
Gaspar untuk 
memperkuat citra 
sebagai destinasi 
pariwisata bahari dan 
budaya khas, 
meningkatkan daya 
saing produk 
pariwisata secara 

internasional, 
menciptakan 
keterpaduan 
pembangunan dan 
penyebaran 
perkembangan 
pariwisata yang lebih 
luas. 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KPPP 
Toboali dan sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 

pariwisata 

b. Penyusunan dan 
penetapan Rencana 
Induk dan Rencana Aksi 

Multipihak 
Pembangunan KPPP 
Gugusan Pulau di Selat 
Gaspar. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

c. Sinkronisasi dan 
kolaborasi program dan 
kegiatan dalam 
Rencana Induk dan 
Rencana Aksi 
Multipihak KSPP 

Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

d. Pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
Rencana Induk dan 
Rencana Aksi 
Multipihak 
Pembangunan KPPP 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

       

       

5. Memadukan 

pembangunan 
perwilayahan DPP, 
KPPP, dan KSPP  
Kepulauan Bangka 
Belitung dengan DPN 
Palembang-Bangka 
Belitung, KSPN Tanjung 
Kelayang dan 
sekitarnya, KPPN 
Belinyu dan sekitarnya, 
KPPN Pangkalpinang-
Sungailiat dan 
sekitarnya, serta KPPN 
Punai-Belitung dan 
sekitarnya. 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

a. Sosialisasi dan 

sinkronisasi program 
dan kegiatan dalam 
Rencana Induk dan 
Rencana Aksi 
Multipihak KSPP Pulau 
Belitung dengan 
Rencana Induk dan 
Rencana Detil KSPN 
Tanjungkelayang dan 
sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 

kepariwisataan 

 

 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

b. Penandatangan naskah 

kesepakatan bersama 
pembagian peran 
dalam pembangunan 
KSPN Tanjungkelayang 
dan KSPP Pulau 
Belitung. 

          Kementerian bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 

kepariwisataan 
 
 

 

 

 

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

c. Pelaksanaan 

pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
kesepakatan 
pembagian peran 
dalam pembangunan 
KSPN Tanjungkelayang 
dan KSPP Pulau 
Belitung. 

          Kementerian bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang tata ruang 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

6. Mengembangka
n sistem mitigasi dan 
adaptasi terhadap 
bencana, kerusakan 
lingkungan akibat 
kegiatan pertambangan 
dan sektor lain di KSPP 

dan KPPP, serta 
dampak lingkungan 
akibat pariwisata di 
seluruh wilayah DPP.  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 

penetapan sistem 
mitigasi dan adaptasi 
pariwisata terhadap 
bencana. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
penanggulangan 
bencana 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang mitigasi 
bencana 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 
 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

b. Penyusunan dan 
penetapan sistem 
mitigasi dan adaptasi 
terhadap kerusakan 

lingkungan di KSPP dan 
KPPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

hidup 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

 
 
 

  

  

Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

c. Sosialiasi dan 
sinkronisasi sistem 
mitigasi dan adaptasi 
dengan rencana sektor 
lain. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang  
perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang penanggulangan bencana 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 
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Program 
pembangunan 
perwilayahan 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 
pelaksanaan mitigasi 
dan adaptasi bencana 
dan kerusakan 
lingkungan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang  
perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang penanggulangan bencana 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 
hidup 

 Perguruan tinggi bidang mitigasi 
bencana 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 
 

         

         

7. Menetapkan dan 
mengembangkan daya 
tarik wisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung berbasis pesisir, 
pantai, pulau-pulau 
kecil, formasi geologis 
batuan granit, 
perkebunan lada, adat-
istiadat khas Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan standar 
pembangunan dan 
pengelolaan bagi daya 
tarik wisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 
 

 

 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Dukungan dan 
pendampingan 
penerapan standar 
pembangunan dan 

pengelolaan daya tarik 
wisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 

 
 
 

         

         

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Pemantauan dan 

evaluasi terhadap 
penerapan standar 
pembangunan dan 
pengelolaan daya tarik 
wisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 

kepariwisataan 

         

         

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

d. Pemberian 

penghargaan/ insentif 
bagi daya tarik wisata 
provinsi berkinerja 
tinggi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
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8. Mengembangkan 
keterpaduan 
pembangunan dengan 
daya tarik wisata 
nasional dan daya tarik 
wisata kab/kota yang 
terletak di sekitar daya 
tarik wisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Sinkronisasi program/ 

kegiatan 
pengembangan daya 
tarik wisata provinsi 
dengan daya tarik 
wisata nasional dan 
daya tarik wisata 
kabupaten/kota di 
sekitarnya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 
 

          

          

Program 
pembangunan 

daya tarik 
wisata 

b. Penyusunan paket 

wisata terpadu daya 
tarik wisata provinsi, 
daya tarik wisata 
nasional, daya tarik 
wisata 
kabupaten/kota. 

          Asosiasi perjalanan 
wisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 
 

  

  

9. Mengembangkan 
interpretasi sesuai tema 
daya tarik dan jalur 
wisata tematik DPP 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Perencanaan 

interpretasi jalur 
wisata tematik. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Perencanaan 
interpretasi di daya 
tarik wisata dalam 
jalur wisata tematik. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
 
 
 

  

  

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Pembuatan dan 

pemasangan papan 
interpretasi di daya 
tarik wisata dan di 
jalan dalam jalur 
wisata tematik. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD kabupaten/kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

   

   

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

d. Pembuatan panduan 

bagi interpreter. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

e. Pembuatan 
brosur/leaflet 
interpretasi di daya 
tarik wisata. 

          Pengelola daya tarik 
wisata 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 
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Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

f. Pelatihan interpretasi 

bagi para pemandu 
wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
         

         

10. Merencanakan dan 
menerapkan 
pengelolaan 
pengunjung pada daya 
tarik wisata primer dan 
sekunder pada KSPP 
dan KPPP Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan pedoman 

rencana pengelolaan 
pengunjung di daya 
tarik wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Pengelola daya tarik wisata 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 

 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Penyusunan rencana 
pengelolaan 
pengunjung di daya 
tarik wisata. 

          Pengelola daya tarik 
wisata 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

       

       

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Pemantauan dan 

evaluasi penerapan 
rencana pengelolaan 
pengunjung daya tarik 
wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Pengelola daya tarik wisata 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

       

       

11. Merencanakan dan 
menerapkan informasi 
terpadu antara daya 
tarik wisata yang 
memiliki keterkaitan 
tema. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan sistem 

informasi daya tarik 
wisata terpadu 
berbasis teknologi 
informasi 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
komunikasi dan 
infprmatika 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Pengelola daya tarik wisata 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Penyediaan informasi 

tentang daya tarik 
wisata sekitar dan daya 
tarik wisata yang 
memilki keterkaitan 
tema dengan daya 
tarik wisata primer dan 
sekunder 

          Pengelola daya tarik 
wisata 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

          

          

12. Mengembangkan 
program geowisata 
pada daya tarik wisata 

alam berbasis pesisir, 
pantai, pulau-pulau 
kecil, dan formasi 
geologis batuan granit. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 

wisata 

a. Penyusunan 

interpretasi berbasis 
geowisata di daya tarik 
wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang geologis/sumber daya mineral 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kehutanan, pertanian, 
perkembunan. 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan. 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Penyelenggaraan 

program wisata 
pendidikan geowisata 
di daya tarik wisata 
bagi wisatawan umum 
dan pelajar/ 
mahasiswa 

          Pengelola daya tarik 
wisata 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha perjalanan wisata di 
Kepulauan Banka Bel 

   

   

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Penyusunan dan 

penyelenggaraan paket 
geowisata. 

          Asosiasi usaha 
perjalanan wisata  

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha perjalanan wisata di 

Bandung 
 
 

         

         

13. Mengembangkan 
program wisata minat 
khusus bahari (selam, 
snorkeling, memancing 
di tengah laut) pada 
daya tarik wisata 
berbasis pantai dan 
pulau-pulau kecil. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan 

interpretasi berbasis 
ekowisata bahari di 
daya tarik wisata 
pantai dan pulau-pulau 
kecil 

          SKPD Kabupaten/Kota 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kelautan dan perikanan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pembangunan 

daya tarik 
wisata 

b. Sosialisasi keselamatan 

dan keamanan 
penyelenggaraan 
wisata minat khusus 
bahari. 

          Kepolisian Daerah 
Provinsi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kelautan dan perikanan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 

 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

c. Pembangunan dan 

pemeliharaan fasilitas 
dan pelayanan 
keselamatan dan 
keamanan 
penyelenggaraan 
wisata minat khusus 
bahari. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kelautan dan perikanan 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

         

         

14. Mengembangkan 
program wisata 
edukatif dan kreatif 
pada daya tarik wisata 
budaya berbasis 
pesisir, agrowisata lada 
dan lainnya, dan adat-
istiadat khas Kepulauan 
Bangka Belitung, 
khususnya nanggung 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

a. Penyusunan dan 
penyelenggaraan 
program wisata 
pendidikan dan wisata 

kreatif pada daya tarik 
agrowisata (lada dan 
lainnya). 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang pertanian 
dan perkebunan 

 Pengelola daya tarik 

wisata 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 
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dan upacara adat 
perkawinan. 

Program 
pembangunan 
daya tarik 
wisata 

b. Penyusunan dan 

penyelenggaraan 
program wisata kreatif 
pada daya tarik wisata 
seni, budaya pesisir. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 Pengelola daya tarik 

wisata 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

          

          

Program 
pembangunan 
daya tarik 

wisata 

c. Penyusunan dan 

penyelenggaraan paket 
wisata edukatif dan 
kreatif di desa wisata. 

          Pengelola desa wisata  SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi perjalanan wisata  Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

          

          

15. Meningkatkan kualitas 
dan kapasitas 
pelayanan jaringan 
jalan menuju daya 
tarik wisata provinsi. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Sinkronisasi kebutuhan 

peningkatan kualitas 
dan kapasitas jaringan 
jalan menuju daya 
tarik wisata provinsi 
dengan rencana 
pembangunan jaringan 
jalan provinsi dan 
kabupaten/kota. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
pekerjaan umum 

 Asosiasi perjalanan wisata  Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
 

          

          

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Perbaikan dan 

pemeliharaan jaringan 
jalan menuju daya 
tarik wisata provinsi 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
pekerjaan umum 

 Asosiasi perjalanan wisata  Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
 

   

   

16. Membangun jaringan 
transportasi sungai 
untuk mendukung 
pariwisata. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Studi kelayakan 

pembangunan jaringan 
transportasi sungai 
untuk mendukung 
pariwisata Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

 

 

 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Penyusunan, 

penetapan, dan 
sosialisasi rencana 
pembangunan jaringan 
transportasi sungai 
untuk mendukung 
pariwisata Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 
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Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

c. Sinkronisasi program 

pembangunan jaringan 
transportasi sungai 
untuk mendukung 
pariwisata Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

       

       

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

d. Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 
program pembangunan 
jaringan transportasi 
sungai untuk 
mendukung pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

       

       

17. Memadukan jaringan 
transportasi Daerah 
Provinsi dengan sistem 
transportasi lintas 
Sumatera untuk 
mendukung 
pariwisata. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Sosialisasi 
program/kegiatan 
pembangunan 
keterpaduan jaringan 

transportasi Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung dengan sistem 
transportasi lintas 
Sumatera. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

  

  

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Sinkronisasi 
program/kegiatan 

pembangunan sistem 
transportasi lintas 
Sumatera yang dapat 
mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 
 

          

          

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

c. Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 
program/kegiatan 
pembangunan sistem 
transportasi lintas 
Sumatera yang dapat 
mendukung 
pembangunan 
kepariwisataan Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 
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18. Meningkatkan kualitas 
dan kapasitas 
pelayanan angkutan 
umum yang 
menghubungkan KSPP 
dan KPPP, serta pusat 
pelayanan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Sosialisasi kebutuhan 

peningkatan kualitas 
dan kapasitas 
pelayanan angkutan 
umum yang 
menghubungkan KSPP 
dan KPPP, serta pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 

  

  

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Penambahan rute 

angkutan umum 
menuju daya tarik 
wisata primer dan 
sekunder di KSPP dan 
KPPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

   

   

19. Mengembangkan 
transportasi wisata 
untuk mendukung jalur 
wisata tematik di DPP. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Sosialisasi dan 

sinkronisasi kebutuhan 
penyediaan 
transportasi wisata 
untuk memperkuat 
jalur wisata lokal dan 
regional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

  

  

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Penyediaan angkutan 
wisata dan 
kelengkapannya, 
rambu petunjuk arah, 

serta papan peta dan 
informasi menuju daya 
tarik wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

   

   

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

c. Perbaikan dan 

pemeliharaan angkutan 
wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

       

       

20. Mengembangkan 
transportasi terpadu 
yang menghubungkan 
bandara/ pelabuhan 
dengan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder pariwisata 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Penyediaan angkutan 
umum rute bandara/ 
pelabuhan –Tanjung 

Pandan, bandara/ 
pelabuhan – 
Pangkalpinang, 
bandara/ pelabuhan – 
Sungailiat, bandara/ 
pelabuhan – Muntok, 
bandara/ pelabuhan – 
Pulau Mendanau  

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Penyusunan dan 

penerapan standar 
pelayanan transportasi 
terpadu 
menghubungkan 
bandara/ pelabuhan 
dengan pusat 
pelayanan primer dan 
sekunder. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

        

        

21. Mengembangkan rute 
dan frekuensi 
penerbangan langsung 
dari Jakarta, 
Palembang, Jawa 
Barat, Yogyakarta, 

Bali, Batam, Medan, 
dan Balikpapan. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Koordinasi 

pengembangan rute 
dan frekuensi 
penerbangan langsung 
dari Jakarta, 
Palembang, Jawa 
Barat, Yogyakarta, 
Bali, Batam, Medan, 
dan Balikpapan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 Kementerian bidang  kepariwisataan 

 Kementerian bidang perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 

  

  

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Penyusunan dan 
penerapan sistem 
pengelolaan 
penerbangan 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Pengelola bandara 
Dipati Amir dan HAS 
Hanandjoedin 

 Kementerian bidang perhubungan 

 

 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

c. Penyusunan dan 

penerapan standar 
pelayanan di bandara. 

           SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Pengelola bandara 
Dipati Amir dan HAS 
Hanandjoedin 

 Kementerian bidang perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 
         

         

22. Mengembangkan rute 
dan frekuensi 
penerbangan dari 
Malaysia dan 
Singapura, dan negara 
sumber pasar 
wisatawan 
mancanegara lainnya. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Koordinasi 

pengembangan rute 
dan frekuensi 
penerbangan langsung 
dari Malaysia dan 
Singapura. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Kementerian bidang perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 
 

 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Studi penilaian 
kebutuhan 
pengembangan rute 
dan frekuensi 
penerbangan 

internasional untuk 
mendukung pariwisata. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Kementerian bidang perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

 

 

23. Mengembangkan rute 
dan frekuensi 
pelayaran dari 
Jakarta, Batam, dan 
daerah sumber pasar 
wisatawan nusantara 
lainnya. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Koordinasi 
pengembangan rute 
dan frekuensi 

pelayaran dari Jakarta, 
Batam. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Kementerian bidang perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan  
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Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

b. Studi penilaian 

kebutuhan 
pengembangan rute 
dan frekuensi 
pelayaran nasional 
untuk mendukung 
pariwisata. 

           SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 Kementerian bidang perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

 

 

24. Menetapkan standar 
kenyamanan, 
keselamatan, dan 
keamanan bagi moda 
transportasi darat dan 
laut di Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

a. Penyusunan dan 

penetapan standar 
kenyamanan, 
keselamatan, dan 
keamanan angkutan 
umum darat dan laut 
di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perhubungan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

 

 

Program 
peningkatan 

aksesibilitas 

b. Pendampingan 

penerapan standar 
kenyamanan, 
keselamatan, dan 
keamanan angkutan 
umum darat dan laut 
di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

perhubungan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 
   

   

Program 
peningkatan 
aksesibilitas 

c. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
standar kenyamanan, 
keselamatan, dan 

keamanan angkutan 
umum darat dan laut 
di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perhubungan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perhubungan 

 Perguruan tinggi bidang transportasi 

        

        

25. Meningkatkan 
kesadaran kolektif 
para pemangku 
kepentingan terhadap 
standar nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan prasarana 
umum dan fasilitas 

umum di daya tarik 
wisata provinsi, 
destinasi pariwisata 
provinsi, kawasan 
pengembangan 
pariwisata provinsi, 
dan kawasan strategis 
pariwisata provinsi. 

Program 
pembangunan 
prasarana 
dan fasilitas 
umum 

a. Sosialisasi standar 

nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan prasarana 
umum dan fasilitas 
umum di daya tarik 
wisata provinsi, 
destinasi pariwisata 
provinsi, kawasan 
pengembangan 
pariwisata provinsi, 
dan kawasan strategis 
pariwisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
pekerjaan umum  
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 
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Program 
pembangunan 
prasarana 
dan fasilitas 
umum 

b. Pelatihan dan 

pendampingan 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan prasarana 
umum dan fasilitas 
umum di daya tarik 
wisata provinsi, 
destinasi pariwisata 
provinsi, kawasan 
pengembangan 
pariwisata provinsi, 
dan kawasan strategis 
pariwisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang teknik sipil 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

   

   

Program 
pembangunan 
prasarana 
dan fasilitas 
umum 

c. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
standar nasional dan 
internasional bagi 

penyediaan dan 
pengelolaan prasarana 
umum dan fasilitas 
umum di daya tarik 
wisata provinsi, 
destinasi pariwisata 
provinsi, kawasan 
pengembangan 
pariwisata provinsi, 
dan kawasan strategis 
pariwisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang teknik sipil 

         

         

26. Mengembangkan 
kemitraan dengan 
pihak swasta, 
pengelola daya tarik 

wisata, dan 
masyarakat dalam 
pembangunan 
prasarana umum dan 
fasilitas umum 
berstandar nasional 
dan internasional di 
daya tarik wisata 
provinsi, destinasi 
pariwisata provinsi, 
kawasan 
pengembangan 
pariwisata provinsi, 
dan kawasan strategis 
pariwisata provinsi. 

Program 
pembangunan 
prasarana 
dan fasilitas 

umum 

a. Sosialisasi dan 

sinkronisasi kebutuhan 
pembangunan 
prasarana umum dan 
fasilitas umum 
berstandar nasional 
dan internasional 
kepada pihak swasta, 
pengelola daya tarik 
wisata, dan 

masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

pekerjaan umum 

          

          

Program 
pembangunan 

prasarana 
dan fasilitas 
umum 

b. Fasilitasi 

pengembangan kerja 
sama pembangunan 
prasarana umum dan 
fasilitas umum 
berstandar nasional 
dan internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

pekerjaan umum 
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Program 
pembangunan 
prasarana 
dan fasilitas 
umum 

c. Penandatangan MoU 

kerja sama 
pembangunan 
prasarana umum dan 
fasilitas umum 
berstandar nasional 
dan internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
pekerjaan umum 

  

  

27. Meningkatkan 
kesadaran kolektif 
para pemangku 

kepentingan terhadap 
standar nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan fasilitas 
pariwisata. 

Program 
pembangunan 
fasilitas 

pariwisata 

a. Sosialisasi standar 

nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan fasilitas 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

pekerjaan umum 
 

  

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 

pariwisata 

b. Pelatihan dan 

pendampingan 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan fasilitas 
pariwisata 

 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

         

         

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
standar nasional dan 

internasional bagi 
penyediaan dan 
pengelolaan fasilitas 
pariwisata. 

 
 
 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

         

         

28. Menyusun dan 
menetapkan standar 
bangunan berciri khas 
lokal dan pelayanan 
berkarakter budaya 
dan nilai-nilai agama 
yang berlaku di 
masyarakat Kepulauan 

Bangka Belitung. 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 

penetapan pedoman 
bangunan fasilitas 
pariwisata berciri khas 
budaya Kepulauan 
Bangka Belitung.  

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang arsitektur 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 
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Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Penyusunan dan 

penetapan pedoman 
pelayanan berkarakter 
budaya dan nilai-nilai 
agama yang berlaku di 
masyarakat Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebudayaan 

  

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Penyusunan dan 

penetapan regulasi 
waktu operasional 
fasilitas hiburan dan 
rekreasi di Kepulauan 
Bangka Belitung 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 

 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

d. Sosialisasi standar 
bangunan berciri khas 
lokal dan pelayanan 
berkarakter budaya 
dan nilai-nilai agama 

yang berlaku di 
masyarakat Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
pekerjaan umum 

  

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

e. Pelatihan dan 

pendampingan 
penerapan standar 
pelayanan berkarakter 
budaya dan nilai-nilai 
agama yang berlaku di 
masyarakat. 

 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebudayaan 

        

        

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

f. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
regulasi waktu 

operasional fasilitas 
hiburan dan rekreasi di 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Kabupaten/Kota  
bidang kesatuan polisi 
pamong praja 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

         

         

29. Membangun fasilitas 
akomodasi, fasilitas 
makan dan minum, 
fasilitas perjalanan 
wisata, dan fasilitas 
informasi yang 
berstandar 
internasional dan 
ramah lingkungan di 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

a. Sosialisasi standar 

pelayanan dan 
pengelolaan ramah 
lingkungan untuk 
fasilitas akomodasi, 
fasilitas makan dan 
minum, fasilitas 
perjalanan wisata, dan 
fasilitas informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 
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Kota Pangkalpinang 
dan Tanjungpandan 
sebagai pusat 
pelayanan primer. 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Pemantauan dan 

evaluasi penerapan 
standar internasional 
dan ramah lingkungan 
bagi fasilitas 
akomodasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

         

         

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 

evaluasi penerapan 
standar internasional 
dan ramah lingkungan 
bagi fasilitas makan 
dan minum. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kesehatan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

         

         

Program 

pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 

evaluasi penerapan 
standar internasional 
dan ramah lingkungan 
bagi fasilitas 
perjalanan wisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

         

         

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

e. Pemantauan dan 

evaluasi penerapan 
standar internasional 
dan ramah lingkungan 
bagi fasilitas informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang komunikasi dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

         

         

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

f. Pemberian insentif 

bagi fasilitas 
akomodasi, fasilitas 
makan dan minum, 
fasilitas perjalanan 
wisata, dan fasilitas 
informasi berstandar 
internasional yang 
menerapkan prinsip-
prinsip ramah 
lingkungan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Kabupaten/ Kota  bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang lingkungan 

        

        

30. Mempercepat 
peningkatan 

pembangunan fasilitas 
akomodasi berkelas 
bintang di Kota 
Pangkalpinang dan 
Tanjungpandan 
sebagai pusat 
pelayanan primer 
pariwisata Provinsi 

Program 
pembangunan 

fasilitas 
pariwisata 

a. Penelitian kuota dan 

lokasi fasilitas 
akomodasi kelas 
bintang di Kota 
Pangkalpinang dan 
Tanjungpandan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kota Pangkalpinang bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kota Pangkalpinang bidang tata 

ruang 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang tata 
ruang 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Penyusunan, 

penetapan, dan 
sosialisasi mekanisme 
percepatan pengurusan 
perizinan 
pembangunan hotel 
bintang di Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perizinan terpadu 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perizinan terpadu 

   

   

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Fasilitasi konsultasi 

pembangunan hotel 
bintang dengan para 
pakar arsitektur, 
struktur bangunan, dan 
perhotelan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 Perguruan tinggi bidang arsitektur   

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

d. Sosialisasi persyaratan 

fasilitas dan pelayanan 
hotel bintang kepada 
hotel nonbintang 
dalam rangka 
peningkatan kelas 
hotel. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan   

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

e. Fasilitasi peningkatan 
kelas hotel dari hotel 
nonbintang ke hotel 
bintang. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

   

   

31. Mempercepat 
peningkatan 
pembangunan fasilitas 
akomodasi berkelas 
nonbintang dan 
pondok wisata 

(homestay) berstandar 
nasional dan 
internasional di 
Muntok, Sungailiat, 
Toboali, dan Pulau 
Mendanau sebagai 
pusat pelayanan 
sekunder pariwisata 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

a. Penelitian kuota dan 

lokasi fasilitas 
akomodasi kelas 
nonbintang di Muntok, 
Sungailiat, Toboali, 
dan Pulau Mendanau. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kota Pangkalpinang bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kota Pangkalpinang bidang tata 
ruang 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang tata 

ruang 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

 

 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Penyusunan, 
penetapan, dan 
sosialisasi mekanisme 
percepatan pengurusan 
perizinan 

pembangunan hotel 
nonbintang di 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perizinan terpadu 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

  

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perizinan terpadu 
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Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Pembinaan 

pengembangan pondok 
wisata (homestay) di 
Muntok, Sungailiat, 
Toboali, dan Pulau 
Mendanau. 

          SKPD Kabupaten/Kota 
bidang kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

        

        

Program 
pembangunan 

fasilitas 
pariwisata 

d. Dukungan 

pengembangan pondok 
wisata (homestay) di 
Muntok, Sungailiat, 
Toboali, dan Pulau 
Mendanau. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 
 

        

        

32. Mengendalikan 
pembangunan fasilitas 
pariwisata di daerah 
sempadan pantai dan 
sempadan lainnya 
dengan 
memperhatikan 
kepentingan 
masyarakat sesuai 
dengan peraturan 

perundangan; 

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

a. Kajian pelanggaran 

daerah sempadan 
(pantai, sungai, dll) 
oleh fasilitas 
pariwisata dan 
tindakan 
penanganannya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang perencanaan 
wilayah dan kota. 

  

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Sosialisasi daerah 
sempadan (pantai, 
sungai, dll) kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan 
pariwisata, termasuk 

pengelola usaha 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan   

  

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Sosialisasi sanksi 

pelanggaran daerah 
sempadan oleh fasilitas 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

  

  

d. Penandatangan 

kesepakatan tindakan 
penanganan 
pelanggaran daerah 
sempadan oleh fasilitas 
pariwisata berdasarkan 
hasil kajian. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

tata ruang 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata  

 

33. Mengembangkan 

pondok wisata 
(homestay) di KSPP 
dan KPPP Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 

pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

a. Sosialisasi pondok 

wisata (homestay) 
kepada masyarakat di 
KSPP dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan 
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Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

b. Penyusunan dan 

pemutakhiran basis 
data dan penilaian 
kesiapan pondok 
wisata (homestay) di 
KSPP dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

         

         

Program 
pembangunan 
fasilitas 
pariwisata 

c. Pembinaan 

pengembangan pondok 
wisata (homestay) di 
KSPP dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

        

        

Program 
pembangunan 

fasilitas 
pariwisata 

d. Dukungan 

pengembangan pondok 
wisata (homestay) di 
KSPP dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 
        

        

34. Meningkatkan 
kesadaran kolektif 
masyarakat terhadap 

pembangunan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing global 
dan berkelanjutan. 

Program 
peningkatan 
peran 

masyarakat 

a. Sosialisasi kualitas 

pelayanan dan 
pengelolaan pariwisata 
berbasis masyarakat 
bagi destinasi 
pariwisata berdaya 
saing global dan 
berkelanjutan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 

 

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

b. Pelatihan dan 
pembinaan kapasitas 
masyarakat dalam 
mendukung 

pembangunan destinasi 
pariwisata berdaya 
saing global dan 
berkelanjutan. 

          SKPD Kabupaten/ Kota 
bidang kepariwisataan  

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata 
   

   

35. Meningkatkan peran 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
berstandar nasional 
dan internasional di 
daya tarik wisata 
provinsi. 

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

a. Identifikasi potensi dan 
kelembagaan 
masyarakat di sekitar 
daya tarik wisata 
provinsi. 

 
 
 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata 
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Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

b. Fasilitasi pertemuan 

masyarakat dengan 
pengelola daya tarik 
wisata provinsi untuk 
sinkronisasi kebutuhan 
daya tarik wisata 
berstandar nasional 
dan internasional 
dengan potensi 
masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ desa  

 

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

c. Pembentukan dan 

pengembangan 
lembaga masyarakat 
sebagai mitra 
pengelola dan atau 
pengelola daya tarik 
wisata provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ desa 
   

   

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

d. Pemantauan dan 

evaluasi keberhasilan 
program peningkatan 
peran masyarakat 
dalam pengelolaan 
berstandar nasional 
dan internasional di 
daya tarik wisata 
provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ desa 
        

        

36. Meningkatkan peran 
Pokdarwis untuk 
mendukung 
pengelolaan KSPP dan 
KPPP Kepulauan 

Bangka Belitung yang 
berdaya saing global. 

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

a. Penguatan organisasi 

Pokdarwis yang sudah 
ada. 

          SKPD Kabupaten/ Kota 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ desa 

  

  

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

b. Pembentukan dan 
pengembangan 

Pokdarwis di KSPP dan 
KPPP Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Kabupaten/ Kota 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ desa 

  

  

37. Menguatkan peran 
masyarakat dalam 
pengembangan tata 
kelola destinasi 
pariwisata 
berkelanjutan di KSPN 
Tanjungkelayang dan 
sekitarnya. 

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

a. Dukungan terhadap 

penguatan organisasi 
tata kelola destinasi 
pariwisata berbasis 
masyarakat di KSPN 
Tanjungkelayang dan 
sekitarnya 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang 

kepariwisataan 

 Kelompok Kerja Lokal Pariwisata 
DMO Belitung 

    

    

Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

b. Penguatan 
kelembagaan 
masyarakat dalam 

mendukung 
pengelolaan KSPN 
Tanjungkelayang dan 
sekitarnya. 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 
 

 Kementerian bidan kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kelompok Kerja Lokal Pariwisata 
DMO Belitung 
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Program 
peningkatan 
peran 
masyarakat 

c. Penguatan lembaga 

koperasi pariwisata 
sebagai lembaga bisnis 
pariwisata yang 
dikelola masyarakat. 

          SKPD Kabupaten 
Belitung bidang koperasi 

 Kementerian bidang koperasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan  

 SKPD Kabupaten Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kelompok Kerja Lokal Pariwisata 

DMO Belitung 

    

    

38. Mengembangkan 
mekanisme 
keterpaduan investasi 
pariwisata, 
perdagangan, dan 
bidang lainnya Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 

sosialisasi profil 
investasi terpadu 
Kepulauan Bangka 
Belitung berbasis 
teknologi informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perdagangan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang terkait lainnya 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

  

  

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

b. Penyusunan dan 

penetapan mekanisme 
investasi terpadu 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perdagangan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang terkait lainnya 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 
 

 

 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

c. Penyelenggaraan forum 

komunikasi dan 
koordinasi investasi 
terpadu Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perdagangan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang terkait lainnya 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 
 

         

         

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

d. Penyepakatan program 

prioritas bersama 
pengembangan 
investasi terpadu 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perdagangan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang terkait lainnya 

 

 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

e. Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
program program 

prioritas bersama 
pengembangan 
investasi terpadu 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perdagangan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang terkait lainnya 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

         

         



 

67 
 

 

 Executive Summary, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

39. Menetapkan dan 
mengembangkan 
regulasi investasi yang 
berorientasi pada 
pengembangan 
masyarakat, 
perlindungan 
lingkungan alam, 
pelestarian budaya, 
dan percepatan 
pembangunan daerah. 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 

penetapan regulasi 
investasi pariwisata 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
masyarakat, 
perlindungan 
lingkungan alam, 
pelestarian budaya, 
dan percepatan 
pembangunan daerah. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pemberdayaan masyarakat 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

b. Sosialisasi regulasi 

investasi pariwisata 
yang berorientasi pada 
pengembangan 
masyarakat, 
perlindungan 
lingkungan alam, 
pelestarian budaya, 
dan percepatan 
pembangunan daerah. 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pemberdayaan masyarakat 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan 
regulasi investasi 

pariwisata yang 
berorientasi pada 
pengembangan 
masyarakat, 
perlindungan 
lingkungan alam, 
pelestarian budaya, 
dan percepatan 
pembangunan daerah. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pemberdayaan masyarakat 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

       

       

40. Mengembangkan 
mekanisme 
pengendalian 
investasi pariwisata 
berbasiskan penelitian 

untuk membangun 
iklim usaha yang 
sehat dan berdaya 
saing, serta 
berwawasan 
lingkungan alam dan 
budaya. 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

a. Penelitian kebutuhan 

investasi pariwisata 
dan pendukungnya 
untuk mewujudkan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang investasi 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
peningkatan 
investasi 

pariwisata 

b. Penelitian dampak 

investasi pariwisata 
dan pendukungnya 
terhadap perwujudan 
Kepulauan Bangka 
Belitung sebagai 
destinasi pariwisata 
berdaya saing global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang investasi 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

c. Penelitian dampak 

investasi pariwisata 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang investasi 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
 

 

 

Program 

peningkatan 
investasi 
pariwisata 

d. Penelitian dampak 

investasi pariwisata 
terhadap peningkatan 
peran masyarakat 
dalam pariwisata dan 
kesejahteraan 
masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang investasi 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
 

 

 

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

e. Perumusan dan 

penetapan mekanisme 
pengendalian investasi 
pariwisata berdasarkan 
hasil penelitian yang 
dilakukan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pemberdayaan masyarakat 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang hukum dan peraturan 
perundangan 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
peningkatan 
investasi 
pariwisata 

f. Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 
mekanisme 
pengendalian investasi 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
investasi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pemberdayaan masyarakat 

 Perguruan tinggi bidang ekonomi 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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TABEL 7.2 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

1. Meningkatkan 
kesadaran usaha 
pariwisata yang 
berstandar nasional 
dan internasional 
terhadap bangunan 
berciri khas lokal, 
serta nilai-nilai 
budaya dan agama 
yang dianut 
masyarakat. 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

a. Penyelenggaraan 
forum komunikasi 
dan koordinasi 

penerapan 
ketentuan 
bangunan berciri 
khas lokal serta 
nilai-nilai budaya 
dan agama yang 
dianut masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pekerjaan umum 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kebudayaan 

          

          

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

b. Perumusan program 
bersama pengelola 

usaha pariwisata 
untuk pelestarian 
dan pengembangan 
bangunan berciri 
khas lokal, 
pelestarian nilai-
nilai budaya, serta 
penerapan nilai-
nilai agama dalam 
pengelolaan 
kepariwisataan. 

          Gabungan usaha 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 
  

  

Program 
peningkatan 
tanggung 

jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

c. Pemantauan dan 

evaluasi 
pelaksanaan 
program bersama 
pengelola usaha 
pariwisata untuk 
pelestarian dan 
pengembangan 
bangunan berciri 
khas lokal, 

pelestarian nilai-
nilai budaya, serta 
penerapan nilai-
nilai agama dalam 
pengelolaan 
kepariwisataan. 

 
 
 

          Gabungan usaha 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

2. Mengembangkan 
kualitas produk 
industri kecil dan 
menengah yang 
dapat memperkuat 
rantai nilai industri 
pariwisata berdaya 
saing internasional di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata  

a. Identifikasi dan 
sosialisasi 
kebutuhan produk 

industri pariwisata 
berdaya saing 
internasional 
terhadap produk 
industri kecil dan 
menengah di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          Gabungan usaha 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan   

  

Program 
penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata  

b. Pelatihan dan 
pendampingan 
peningkatan 

kualitas produk 
industri kecil dan 
menengah untuk 
memenuhi 
kebutuhan industri 
pariwisata berdaya 
saing internasional. 
 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perindustrian 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

        

        

Program 
penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata  

c. Pelatihan dan 

pendampingan 
peningkatan 
kemasan produk 
industri kecil dan 
menengah untuk 
memenuhi 
kebutuhan industri 
pariwisata berdaya 
saing internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perindustrian 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

        

        

Program 
penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata  

d. Penyelenggaraan 
Forum Bisnis 
Industri Pariwisata – 
Industri kecil dan 
menengah lokal. 

 
 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustrian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
 

         

         

3. Mengembangkan 

kemitraan antara 
industri pariwisata 
berdaya saing 
internasional dengan 
industri kecil dan 
menengah di Provinsi 

Program 
pengembangan 
kemitraan 

industri 
pariwisata 

a. Fasilitasi kemitraan 

industri pariwisata – 
industri kecil dan 
menengah di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perindustrian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Kepulauan Bangka 
Belitung. 

Program 
pengembangan 
kemitraan 
industri 
pariwisata 

b. Dukungan bagi 
pengembangan 
kemitraan industri 

pariwisata dengan 
industri kecil dan 
menengah di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustrian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

         

         

Program 
pengembangan 
kemitraan 
industri 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
kemitraan industri 
pariwisata – industri 
kecil dan menengah 

di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung.  

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
perindustrian 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

         

         

4. Mengembangkan 
pedoman penerapan 
tanggung jawab 
terhadap lingkungan 
alam, sosial, dan 
budaya bagi usaha 
pariwisata di Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

a. Penyusunan dan 

penetapan 
pedoman dan model 
penerapan tanggung 
jawab usaha 
pariwisata terhadap 
lingkungan alam, 
sosial, dan budaya 
di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
 

 

 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

b. Sosialisasi pedoman 
dan model 
penerapan tanggung 
jawab usaha 
pariwisata terhadap 

lingkungan alam, 
sosial, dan budaya 
di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

  

  

Program 
peningkatan 

tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

c. Ujicoba penerapan 

pedoman dan model 
tanggung jawab 
usaha pariwisata 
terhadap 
lingkungan alam, 
sosial, dan budaya 
di Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
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5. Menerapkan dan 
mengembangkan 
insentif dan 
disinsentif bagi usaha 
pariwisata 
berdasarkan upaya 
yang telah dilakukan 
untuk lingkungan 
alam yang 
berkelanjutan, 
pengembangan sosial, 

dan pelestarian 
budaya. 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

a. Penyusunan dan 
penetapan 
mekanisme insentif 

dan disinsentif bagi 
usaha pariwisata 
berdasarkan upaya 
yang telah 
dilakukan untuk 
lingkungan alam 
yang berkelanjutan, 
pengembangan 
sosial, dan 
pelestarian budaya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 

 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 

pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

b. Sosialisasi 

mekanisme insentif 
dan disinsentif bagi 
usaha pariwisata 
berdasarkan upaya 
yang telah 
dilakukan untuk 
lingkungan alam 
yang berkelanjutan, 
pengembangan 
sosial, dan 

pelestarian budaya. 

    
 

      SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 

 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

c. Pemberian insentif 
dan disinsentif bagi 

usaha pariwisata 
berdasarkan upaya 
yang telah 
dilakukan untuk 
lingkungan alam 
yang berkelanjutan, 
pengembangan 
sosial, dan 
pelestarian budaya. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

      

      

6. Mengembangkan 
pemantauan dan 

evaluasi terhadap 
pelaksanaan program 
tanggung jawab 
lingkungan yang 
dilakukan usaha 
pariwisata. 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 

terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

a. Penyusunan dan 

penetapan 
mekanisme 
pemantauan dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan 
program tanggung 
jawab lingkungan 
yang dilakukan 
usaha pariwisata 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Program 
peningkatan 
tanggung 
jawab industri 
pariwisata 
terhadap 
lingkungan 
alam, sosial, 
dan 
pelestarian 
budaya. 

b. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 

program tanggung 
jawab usaha 
pariwisata terhadap 
lingkungan alam, 
sosial, dan budaya 
di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang lingkungan hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kebudayaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

     

     

7. Mengembangkan 
mekanisme 
komunikasi antara 
industri pariwisata 

Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 
dengan industri 
pariwisata nasional 
dan internasional. 

Penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata 

a. Penyelenggaraan 

forum komunikasi 
rutin antara industri 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

          

          

Penguatan 
struktur 
industri 
pariwisata 

b. Pembuatan dan 

pemutakhiran 
sistem informasi 
industri pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

        

        

8. Menerapkan dan 
mengembangkan 

insentif bagi usaha 
pariwisata yang 
membangun 
kemitraan jangka 
panjang dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional dalam 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

Pembangunan 
kredibilitas 

bisnis industri 
pariwisata 

a. Perumusan dan 

penetapan insentif 
bagi usaha 
pariwisata yang 
membangun 
kemitraan jangka 
panjang dengan 
industri pariwisata 

nasional dan 
internasional dalam 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

b. Sosialisasi insentif 
bagi usaha 
pariwisata yang 

membangun 
kemitraan jangka 
panjang dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional dalam 
penerapan standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
 

 

 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 

evaluasi 
pelaksanaan insentif 
bagi usaha 
pariwisata yang 
membangun 
kemitraan jangka 
panjang dengan 
industri pariwisata 
nasional dan 
internasional dalam 

penerapan standar 
nasional dan 
internasional usaha 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
 

       

       

9. Mengembangkan 
mekanisme 
komunikasi dan 
koordinasi usaha-
usaha pariwisata 
berstandar nasional 
dan internasional di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Pembangunan 
struktur 
industri 
pariwisata 

a. Penyelenggaraan 

forum komunikasi 
dan koordinasi 
rutin antara usaha-
usaha pariwisata 
berstandar nasional 
dan internasional 
di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 

          

          

Pembangunan 
struktur 
industri 
pariwisata 

b. Perumusan dan 

penyepakatan 
langkah-langkah 
bersama untuk 
mewujudkan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

10. Menerapkan dan 
mengembangkan 
prosedur 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu 
untuk pengelolaan 
produk berdaya 
saing, pengelolaan 
dampak, dan 
promosi produk. 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan prosedur 
pengelolaan industri 

pariwisata yang 
sama dan terpadu 
untuk pengelolaan 
produk berdaya 
saing, pengelolaan 
dampak, dan 
promosi produk. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 

 

 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

b. Sosialisasi prosedur 

pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu 
untuk pengelolaan 
produk berdaya 
saing, pengelolaan 
dampak, dan 
promosi produk. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
 

 

 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 

evaluasi 
pelaksanaan 
prosedur 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu 
untuk pengelolaan 
produk berdaya 
saing, pengelolaan 
dampak, dan 
promosi produk. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
 

       

       

11. Mengembangkan 
pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem pengelolaan 
industri pariwisata 
yang terdiri dari 
mekanisme 
komunikasi dan 
koordinasi serta 

prosedur 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu. 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 

penetapan 
mekanisme 
pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem pengelolaan 
industri pariwisata 
yang terdiri dari 
mekanisme 
komunikasi dan 
koordinasi serta 
prosedur 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PENANGGUNG JAWAB PENDUKUNG 

Pembangunan 
kredibilitas 
bisnis industri 
pariwisata 

b. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
penerapan sistem 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 

terdiri dari 
mekanisme 
komunikasi dan 
koordinasi serta 
prosedur 
pengelolaan industri 
pariwisata yang 
sama dan terpadu. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustian 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perindustrian 

 Asosiasi usaha pariwisata 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 
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 TABEL 7.3 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

1. Mengembangka
n mekanisme 
komunikasi dan 
koordinasi 
pemasaran 
pariwisata 
Pemerintah 
Kabupaten/Kot
a di wilayah 
Provinsi 

Kepulauan 
Bangka 
Belitung, 
antara 
Pemerintah 
dengan pelaku 
usaha. 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

a. Penyelenggaraan 
forum komunikasi 
dan koordinasi 
rutin pemasaran 
pariwisata seluruh 
kabupaten/kota di 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

          

          

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

b. Sinkronisasi target 
dan 
program/kegiatan 
pemasaran 
pariwisata 
Pemerintah 
Provinsi dengan 
Pemerintah, 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota, 
dan pelaku usaha. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

          

          

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

c. Perumusan dan 
penyepakatan 
langkah-langkah 
bersama untuk 
mewujudkan 
target pariwisata 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

  

  

Program 

pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

d. Pembuatan dan 

pemutakhiran 
sistem informasi 
pemasaran 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

2. Mengembangka
n perencanaan 
pemasaran 
terpadu sektor 
pariwisata dan 
investasi 
daerah untuk 
membangun 
citra sebagai 
destinasi 

pariwisata 
bahari dan 
budaya 
berdaya saing 
global. 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan 
rencana 
pemasaran 
terpadu untuk 
mewujudkan 
Kepulauan Bangka 
Belitung sebagai 
destinasi 
pariwisata bahari 

dan budaya 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran   

  

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

b. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pemasaran 
terpadu untuk 
mewujudkan 
Kepulauan Bangka 
Belitung sebagai 
destinasi 
pariwisata bahari 

dan budaya 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

        

        

3. Mengembangka
n citra dan 
peta jalan 
pembentukan 
citra pariwisata 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung sesuai 
dengan produk 
pariwisata yang 
menjadi 
identitas 

Kepulauan 
Bangka 
Belitung. 

Program 
pembentukan 
citra 
pariwisata 

a. Penelitian 
persepsi 
masyarakat 
terhadap citra 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 

 

Program 
pembentukan 
citra 
pariwisata 

b. Penyelenggaraan 
sayembara 
penyusunan 
branding dan 
peta jalan/ 
roadmap 
pembangunan 
branding 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          BPPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 

 

Program 

pembentukan 
citra 
pariwisata 

c. Pemantapan dan 

penetapan 
branding dan 
roadmap 
pembangunan 
branding 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pembentukan 
citra 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
roadmap 
pembangunan 
branding 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

       

       

4. Mengembangka
n teknik dan 
media promosi 
pariwisata 
terpadu dengan 
pariwisata 
nasional. 

Program 
pengembangan 
promosi 
pariwisata 

a. Penyelenggaraan 
koordinasi dengan 
Kementerian 
bidang 
kepariwisataan 
dan Badan 
Promosi 
Pariwisata 
Indonesia tentang 
teknik dan media 
promosi 
pariwisata 
nasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

  

  

Program 
pengembangan 
promosi 
pariwisata 

b. Penyiapan dan 
pembuatan media 
promosi 
pariwisata 
terpadu dengan 
pariwisata 
nasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

  

  

Program 
pengembangan 

promosi 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi 

pelaksanaan 
promosi terpadu 
melalui teknik dan 
media yang telah 
disepakati 
Pemerintah dan 
Pemerintah 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 
          

          

5. Menetapkan 
target jumlah 
wisatawan 
berdasarkan 
kecenderungan 

pertumbuhan 
kunjungan 
wisatawatan 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung, angka 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

a. Sosialisasi target 
jumlah kunjungan 
wisatawan 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung kepada 
kabupaten/kota 
dan usaha  
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

target 
nasional, dan 
kondisi 
kepariwisatan 
yang 
diharapkan di 
masa yang 
akan datang. 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

b. Penandatanganan 
kesepakatan 
pembagian peran 
dalam memenuhi 
target jumlah 
kunjungan 
wisatawan dengan 
Pemerintah, 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota, 

pelaku usaha 
pariwisata, dan 
Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

 Asosiasi usaha pariwisata 
kabupaten/kota 

 

 

6. Menetapkan 
pasar 
wisatawan asal 
Jakarta dan 
Pulau Jawa, 
Sumatera 
bagian selatan, 
serta 

pelajar/mahasi
swa di 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung dan 
Sumatera 
Selatan sebagai 
pasar utama 
untuk 
wisatawan 
nusantara 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung, serta 
komunitas 
fotografi, 
geowisata, 
budaya sebagai 

pasar sekunder 
wisatawan 
nusantara 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung. 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

a. Sosialisasi pasar 
utama dan pasar 
sekunder wisnus 
Kepulauan Bangka 
Belitung kepada 
kabupaten/kota 
dan usaha  
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 

 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

b. Penelitian 
preferensi dan 
kebutuhan pasar 
utama dan pasar 
sekunder wisnus 
terhadap produk 
pariwisata 

Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

  

  

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

c. Perumusan dan 
penyepakatan 
langkah nyata 
bersama dalam 
pemenuhan 

kebutuhan pasar 
utama dan pasar 
sekunder wisnus 
terhadap produk 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

d. Pemutakhiran 
situs web 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung 
berorientasi pada 
kebutuhan dan 
preferensi pasar 
wisnus. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 
 

          

          

Program 
pengembangan 
promosi 
pariwisata 

e. Promosi ke daerah 
sumber pasar 
utama wisnus 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

          

          

7. Menetapkan 
penduduk dan 
wisatawan di 
Singapura, 
Malaysia, serta 
penduduk 
Tiongkok 
sebagai pasar 
utama 
wisatawan 
mancanegara, 

serta penduduk 
Australia, 
Jerman, 
Belanda, dan 
negara Eropa 
lainnya sebagai 
pasar sekunder 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung. 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

a. Sosialisasi pasar 
utama dan pasar 
sekunder wisman 
Kepulauan Bangka 
Belitung kepada 
kabupaten/kota 
dan usaha  
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 

 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

b. Penelitian 
preferensi dan 
kebutuhan pasar 
utama dan pasar 

sekunder wisman 
terhadap produk 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 
 

 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

c. Perumusan dan 
penyepakatan 
langkah nyata 
bersama dalam 
pemenuhan 
kebutuhan pasar 
utama dan pasar 
sekunder wisman 
terhadap produk 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

d. Pemutakhiran 
situs web 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung 
berorientasi pada 
kebutuhan dan 
preferensi pasar 
wisman. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi          

         

Program 
pengembangan 
promosi 
pariwisata 

e. Promosi ke 
daerah sumber 
pasar utama 
wisman 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

          

          

8. Mengembangka

n penelitian 
pasar 
wisatawan 
yang 
berkesinambun
gan untuk 
mengetahui 
segmen pasar 
potensial, 
persepsi, 
kebutuhan, dan 
preferensinya 
terhadap 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung. 

Program 

pengembangan 
pasar 
pariwisata 

a. Penelitian 

segmentasi pasar 
wisatawan (pola 
perjalanan, 
kebutuhan, 
preferensi) 
sebagai bahan 
evaluasi target 
pasar wisatawan 
nusantara dan 
mancanegara 
setiap tiga tahun 
sekali. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

   

   

Program 
pengembangan 
pasar 

pariwisata 

b. Penelitian 
persepsi dan 
kepuasan 

wisatawan 
terhadap produk 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung setiap 
tiga tahun tahun. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 

kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

   

   

Program 

pembentukan 
citra 
pariwisata 

c. Penelitian 

efektivitas 
branding dalam 
menarik 
kunjungan 
wisatawan. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

  

  

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

d. Sosialisasi hasil 
penelitian kepada 
para pemangku 
kepentingan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
pasar 
pariwisata 

e. Perumusan 
langkah nyata 
bersama seluruh 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
meningkatkan 
kepuasan 
wisatawan dan 
citra destinasi 

pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

     

     

9. Pengembangan 
sistem 
pendataan 
berbasis 
teknologi 
informasi untuk 
pengembangan 
informasi dan 

pemasaran 
pariwisata. 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

a. Pembuatan basis 
data 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung berbasis 
teknologi 
informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 

informasi 

  

  

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

b. Penyusunan 
pedoman 
pendataan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

 
 

 

 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

c. Sosialisasi basis 
data dan 
pedoman 
pendataan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung kepada 
kabupaten/kota 
dan pelaku usaha 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

 

 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

d. Pembangunan 
jejaring data dan 
informasi 
kepariwisataan 
terpadu dari 
kecamatan – 
kabupaten/kota – 
Provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

e. Pelatihan dan 
pendampingan 
sistem pendataan 
berbasis teknologi 
informasi bagi 
pemerintah 
kabupaten/kota, 
pemerintah 
kecamatan, pelaku 
usaha pariwisata, 

Pokdarwis, dan 
pihak lain terkait. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 

informasi 

         

         

10. Pengembangan 
sistem promosi 
dan pelayanan 
pariwisata 
berbasis 
teknologi 
informasi. 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

a. Pembuatan sistem 
promosi dan 
pelayanan 
pariwisata terpadu 
kecamatan-
kabupaten/kota-
provinsi berbasis 
teknologi informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

 

 

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

b. Sosialisasi dan 
pelatihan sistem 
promosi dan 
pelayanan 
pariwisata terpadu 
kecamatan-
kabupaten/kota-
provinsi berbasis 
teknologi informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

  

  

Program 
pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

c. Pendampingan 
pengembangan dan 
pemutakhiran sistem 
promosi dan 
pelayanan 
pariwisata terpadu 
kecamatan-
kabupaten/kota-
provinsi berbasis 
teknologi informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 

        

        

Program 

pengembangan 
keterpaduan 
pemasaran 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan 
sistem promosi dan 
pelayanan 
pariwisata terpadu 
kecamatan-
kabupaten/kota-
provinsi berbasis 
teknologi informasi. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

11. Pengembangan 
sistem aplikasi 
untuk evaluasi 
pemasaran 
pariwisata 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung. 

Program 
pengembangan 
evaluasi 
pemasaran 
pariwisata 

a. Pembuatan sistem 
aplikasi untuk 
evaluasi pemasaran 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 

informasi 

 

 

Program 
pengembangan 
evaluasi 
pemasaran 
pariwisata 

b. Pelatihan dan 
pendampingan 
penerapan sistem 
aplikasi untuk 
evaluasi pemasaran 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 

informasi 

       

       

Program 
pengembangan 
evaluasi 
pemasaran 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem aplikasi untuk 
evaluasi pemasaran 
pariwisata Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang komunikasi 
dan informatika 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 BPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 BPPD Kabupaten/Kota  

 SKPD Kabupaten/Kota bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang pemasaran 

 Perguruan tinggi bidang teknologi 
informasi 
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TABEL 7.4 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

1. Mengembangkan 
mekanisme 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
program dan 
kegiatan tahunan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
dalam 
mendukung 
pembangunan 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
sebagai destinasi 
pariwisata bahari 
dan budaya 
berdaya saing 

global. 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

a. Penyelenggaraan 
forum koordinasi 
dan sinkronisasi 
program dan 
kegiatan dalam 
Ripparprov 
Kepulauan Bangka 
Belitung dan 
Ripparkab/kota 
setiap tahun. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

          

          

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 

pembangunan. 

b. Penyelenggaraan 
forum koordinasi 
dan sinkronisasi 
program dan 

kegiatan lintas 
sektor pendukung 
pariwisata di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 
setiap tahun. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

          

          

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

c. Penyelenggaraan 
forum koordinasi 
dan sinkronisasi 
program dan 
kegiatan 
Pemerintah Provinsi 
dengan asosiasi 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

          

          

Program 

peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

d. Penandatanganan 

kesepakatan 
bersama semua 
pihak terhadap hasil 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
program dan 
kegiatan 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung setiap 
tahun. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 
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 Executive Summary, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

2. Mengembangkan 
mekanisme 
dukungan 
Pemerintah 
Provinsi terhadap 
program/kegiata
n lintas sektor 
dan 
kabupaten/kota 
dalam rangka 

sinergitas 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

a. Penyusunan dan 
penetapan kriteria 
dan mekanisme 
pemberian 
dukungan 
Pemerintah Provinsi 
terhadap 
program/kegiatan 
lintas sektor dan 
kabupaten/kota 

dalam rangka 
sinergitas 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebijakan 
publik 

 

 

 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 

pembangunan. 

b. Sosialisasi kriteria 
dan mekanisme 
pemberian 
dukungan 

Pemerintah Provinsi 
terhadap 
program/kegiatan 
lintas sektor dan 
kabupaten/kota 
dalam rangka 
sinergitas 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebijakan 

publik 
 

 

 

Program 
peningkatan 

sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

c. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 

mekanisme 
pemberian 
dukungan 
Pemerintah Provinsi 
terhadap 
program/kegiatan 
lintas sektor dan 
kabupaten/kota 
dalam rangka 
sinergitas 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan Bangka 
Belitung.   

 
 
 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebijakan 

publik 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

3. Mengembangkan 
pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program/kegiata
n terpadu 
kabupaten/kota 
di Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

a. Penyusunan dan 
penetapan 
mekanisme 
pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
terpadu 
kabupaten/kota di 
Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 

 Perguruan tinggi bidang kebijakan 
publik 

 

 

 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

b. Pelaksanaan dan 
sosialiasi hasil 
pemantauan dan 
evaluasi 
program/kegiatan 
terpadu 
kabupaten/kota di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung.   

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

         

         

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

c. Penyepakatan 
langkah-langkah 
tindak lanjut hasil 
pemantauan dan 
evaluasi 

program/kegiatan 
terpadu 
kabupaten/kota di 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

         

         

4. Mengembangkan 
program prioritas 
bersama 
Pemerintah 
Provinsi dengan 
industri 
pariwisata 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

a. Penyelenggaraan 
diskusi dan 
penandatanganan 
kesepakatan 
bersama 
Pemerintah Provinsi 
dan industri 
pariwisata tentang 
program prioritas 
bersama untuk 

menuju destinasi 
pariwisata berdaya 
saing global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

b. Sosialisasi 
kesepakatan 
bersama 
Pemerintah Provinsi 
dan industri 
pariwisata tentang 
program prioritas 
bersama untuk 
menuju destinasi 
pariwisata berdaya 

saing global kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan melalui 
media. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

      

    

  

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

c. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program prioritas 
bersama 
Pemerintah Provinsi 
dengan industri 
pariwisata 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
 
 

          

          

5. Mengembangkan 
struktur 
kelembagaan 
pemerintahan 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
untuk mendukung 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
destinasi 
pariwisata 
berdaya saing 
global. 

Program 
pengembangan 
organisasi 
pemerintahan 
dalam 
mendukung 
pariwisata 

a. Kajian dan evaluasi 
kelembagaan 
Pemerintah Provinsi 
Kep. Bangka 
Belitung untuk 
mendukung 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang organisasi 
pemerintahan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
 

 

 

Program 
pengembangan 
organisasi 
pemerintahan 
dalam 
mendukung 
pariwisata 

b. Sosialisasi tindak 
lanjut hasil kajian 
dan evaluasi 
kelembagaan 
Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung untuk 
mendukung 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang organisasi 
pemerintahan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
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 Executive Summary, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
organisasi 
pemerintahan 
dalam 
mendukung 
pariwisata 

c. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan tindak 
lanjut 
pengembangan 
kelembagaan 
Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung untuk 
mendukung 

perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
destinasi pariwisata 
berdaya saing 
global. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang organisasi 
pemerintahan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 

       

       

6. Meningkatkan 
peran asosiasi 
industri 
pariwisata dan 
asosiasi pelaku 
pariwisata dalam 
pelaksanaan 
program/kegiata

n Pemerintah 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
di bidang  
kepariwisataan 

Program 
pengembangan 
organisasi 
industri 
pariwisata  

a. Kajian dan evaluasi 
peran asosiasi 
industri pariwisata 
dan asosiasi pelaku 
pariwisata dalam 
pelaksanaan 
program/ kegiatan 
Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka 
Belitung di bidang  
kepariwisataan yang 
sudah berjalan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

 

 

Program 
pengembangan 
organisasi 
industri 
pariwisata  

b. Sosialisasi dan 
penyepakatan 
peningkatan peran 
asosiasi industri 
pariwisata dan 
asosiasi pelaku 
pariwisata dalam 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung di bidang  
kepariwisataan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

  

  

Program 
pengembangan 
organisasi 
industri 

pariwisata  

c. Pemantauan dan 
evaluasi peran 
asosiasi industri 
pariwisata dan 

asosiasi pelaku 
pariwisata dalam 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung di bidang  
kepariwisataan.  

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

7. Mengembangkan 
sistem 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
pembangunan 
kepariwisataan 
terpadu yang 
ditetapkan 

dengan peraturan 
perundangan. 

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

a. Penyusunan dan 
penetapan sistem dan 
lembaga perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
pembangunan 
kepariwisataan 
terpadu di Provinsi 
Kepulauan Bangka 

Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

  

  

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 

pembangunan. 

b. Ujicoba dan penerapan 
sistem  perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 

pelaksanaan 
pembangunan 
kepariwisataan 
terpadu di Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

   

   

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

c. Penguatan lembaga 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
pembangunan 
kepariwisataan 
terpadu di Provinsi 

Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

   

   

Program 
peningkatan 
sinergitan dan 
keterpaduan 
pembangunan. 

d. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem dan lembaga 
perencanaan, 
pengelolaan, dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
pembangunan 
kepariwisataan 
terpadu di Prov. Kep. 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

        

        

8. Mengembangkan 
sistem sertifikasi 
bagi SDM 
pariwisata dan 
masyarakat luas 
yang terlibat 
dalam 
pembangunan 
kepariwisataan 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

a. Koordinasi 
pengembangan sistem 
sertifikasi bagi SDM 
pariwisata dan 
masyarakat luas 
dengan Pemerintah, 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota, 
asosiasi profesi, dan 
Lembaga Sertifikasi 
Profesi 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

b. Penyelenggaraan 
pelatihan persiapan 
sertifikasi bagi SDM 
pariwisata dan 
masyarakat luas. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

          

          

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

c. Penyelenggaraan 
sertifikasi rutin 
(dasar dan lanjutan) 
bagi SDM pariwisata 
dan masyarakat 
luas. 

          Lembaga sertifikasi 
profesi 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

          

          

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 
evaluasi 
penyelenggaraan 
dan hasil sertifikasi 
bagi SDM pariwisata 
dan masyarakat luas 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

          

          

9. Mengembangkan 
sistem 
pendidikan 
kepariwisataan 

berbasis 
kompetensi 
internasional. 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 

pariwisata 

a. Penyelenggaraan 
dan sosialisasi 
kajian kesesuaian 
sistem pendidikan 

dengan kebutuhan 
industri pariwisata 
berstandar 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 Kementerian bidang pendidikan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kab/Kota bidang kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

 Himpunan lembaga pendidikan tinggi 
pariwisata 

 

 

Program 

pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

b. Pengembangan 

kurikulum berbasis 
kompetensi 
internasional sesuai 
kebutuhan industri 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 Kementerian bidang pendidikan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 

Bangka Belitung 

 Himpunan lembaga pendidikan tinggi 
pariwisata 

  

  

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

c. Pengembangan 
sistem magang 
berbasis kompetensi 
internasional bagi 
pelajar/ 
mahasiswa. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 Kementerian bidang pendidikan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

 Himpunan lembaga pendidikan tinggi 

pariwisata 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem pendidikan 
kepariwisataan 
berbasis kompetensi 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 Kementerian bidang pendidikan 

 Kementerian bidang kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

 Himpunan lembaga pendidikan tinggi 

pariwisata 

          

          

10. Mengembangkan 
mekanisme 
insentif bagi SDM 
pariwisata 
berkompetensi 

internasional. 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
penetapan 
mekanisme insentif 
bagi SDM pariwisata 
berkompetensi 

internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang ketenaga-kerjaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

 

 

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

b. Koordinasi lintas 
sektor penerapan 
mekanisme insentif 
bagi SDM pariwisata 
berkompetensi 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang ketenaga-kerjaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

  

  

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 

pariwisata 

c. Pemberian insentif 
bagi SDM pariwisata 
berkompetensi 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang pendidikan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang ketenaga-kerjaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

        

        

Program 
pengembangan 
sumber daya 
manusia 
pariwisata 

d. Pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
insentif bagi SDM 
pariwisata 
berkompetensi 
internasional. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang pendidikan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang ketenaga-kerjaan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Lembaga sertifikasi profesi 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

11. Meningkatkan 
kesadaran 
kolektif seluruh 
pemangku 
kepentingan 
terhadap tata 
kelola pariwisata 
terpadu di KSPP 
dan KPPP 
Kepulauan 

Bangka Belitung. 

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

a. Sosialisasi tata 
kelola pariwisata 
terpadu kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan di KSPP 
dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

  

  

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

b. Sosialisasi tata 
kelola pariwisata 
terpadu kepada 
masyarakat di KSPP 
dan KPPP 
Kepulauan Bangka 
Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 
 
 

 

  

  

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

c. Pembuatan dan 
distribusi media 
komunikasi dan 
informasi tata 

kelola pariwisata 
terpadu. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

          

          

12. Menetapkan dan 
menerapkan 
sistem 
pengelolaan 
pariwisata 
terpadu pada 
pengelolaan 
komponen-
komponen 
kepariwisataan 

untuk 
memberikan 
perlindungan 
terhadap 
lingkungan alam, 
sosial, dan 
budaya serta 
pembangunan 
masyarakat, 
sekaligus 
mengendalikan 
pembangunan 
kepariwisataan. 

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

a. Pembinaan 
peningkatan 
kesadaran 
lingkungan, 
pelestarian budaya 
bagi seluruh 
pemangku 
kepentingan. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang lingkungan 
hidup 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
lingkungan hidup 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

   

   

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

b. Pembentukan dan 
penguatan lembaga 
pondok 
wisata/homestay, 
lembaga pengrajin, 
lembaga perahu 
wisata, lembaga 
kuliner, dan 
lembaga lainnya 
untuk mendukung 
tata kelola 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

c. Penyusunan dan 
penerapan sistem 
pengelolaan 
terpadu antara 
homestay, 
kerajinan, kuliner, 
perahu wisata, daya 
tarik wisata, 
transportasi wisata 
lainnya berwawasan 

lingkungan dan 
berbasis 
masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perindustrian 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang UMKM 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perhubungan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

   

   

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

d. Penyusunan dan 
penerapan sistem 
pengendalian 
kepariwisataan oleh 
masyarakat 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

       

       

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

e. Pemantauan dan 
evaluasi penerapan 
sistem pengelolaan 
pariwisata terpadu dan 
pengendalian 

pembangunan 
kepariwisataan 
berbasis masyarakat. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

       

       

13. Membentuk dan 
mengembangkan 

organisasi tata 
kelola destinasi 
pariwisata 
terpadu di KSPP 
dan KPPP Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pengembangan 

tata kelola 
pariwisata 

a. Pembentukan dan 
pengembangan 

kelompok kerja 
lokal pariwisata di 
KSPP dan KPPP. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 

bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

  

  

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

b. Pembentukan dan 
pengembangan 
kelompok kerja 
lintas sektor di 
Pemerintah 
Kabupaten/kota 
dan pemerintah 
Provinsi untuk 
mendukung tata 
kelola destinasi 
pariwisata. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 
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STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN 

TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
PENANGGUNG 

JAWAB 
PENDUKUNG 

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

c. Pembentukan dan 
pengembangan 
forum tata kelola 
destinasi pariwisata 
di Pemerintah 
Provinsi. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang perencanaan 
pembangunan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Kecamatan 

 Kelurahan/ Desa 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

          

          

14. Mengembangkan 
pemantauan dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan tata 

kelola pariwisata 
terpadu 
Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

a. Penyusunan dan 
sosialisasi 
mekanisme 
pemantauan dan 

evaluasi 
pelaksanaan tata 
kelola pariwisata 
terpadu Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 

bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 
 

  

  

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

b. Pelaksanaan dan 
pelaporan hasil 
pemantauan dan 
evaluasi 
pelaksanaan tata 
kelola pariwisata 
terpadu Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 

kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 
Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 

kepariwisataan 
 

         

         

Program 
pengembangan 
tata kelola 
pariwisata 

c. Penyusunan dan 
penyepakatan 
langkah-langkah 
perbaikan 
pelaksanaan tata 
kelola pariwisata 
terpadu Kepulauan 
Bangka Belitung. 

          SKPD Provinsi Kep. 
Bangka Belitung 
bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung 
bidang perencanaan pembangunan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
kepariwisataan 

 SKPD Kabupaten/ Kota bidang 
perencanaan pembangunan 

 Asosiasi usaha pariwisata Provinsi 

Kep. Bangka Belitung 

 Perguruan tinggi bidang 
kepariwisataan 

         

         

 

 

 


